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Arnan Saputra., (B11106691). Tinjauan Yuridis Terhadap 
Sengketa Kepemilikan Ex Tana Arajang (Tanah Ornament). Dibimbing 
oleh Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan K?’ 
Lahae, S.H., M.H., selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; (1) untuk mengetahui 
status hukum penguasaan Tana Arajang sebelum dan sesudah 
berlakunya UUPA. (2) untuk mengetahui pendapat masyarakat dan 
pemerintah tentang status Tana Arajang. (3) Untuk Mengetahui dasar 
pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak kepemilikan Tana Arajang.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Wajo, Kantor Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo 
dan pada masyarakat Lajokka yang bermukim di Ex Tana Arajang 
tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari awal mulai dari 
pemerintahan Raja kemudian beralih kepada Sullewatang sampai kepada 
Kepala Distrik Tana Arajang tetap sebagai Tanah Jabatan sebab pada 
saat itu tidak ada pendapatan pemimpin kerajaan kecuali dari hasil Tana 
Arajang akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 
Tahun 1960 Tana Arajang ini menjadi milik Negara dan dikuasai oleh 
Negara. Menurut Masyarakat dan Pemerintah setempat berpendapat 
bahwa sebelum addanya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 
Tana Arajang merupakan Tanah Jabatan yang dikuasai oleh pemimpin 
kerajaan yang tidak dapat diwariskan kepada keturunannya tetapi 
dialihkan kepada pemimpin berikutnya, setelah berlakunya Undang- 
Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang menjadi penguasaan 
oleh Negara karena pada saat itu kerajaan sudah tidak ada lagi, dan 
sebagaian Tana Arajang dibagikan kepada keluarga Raja dan 
masyarakat. Serta pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Hak 
Kepemilikan Tana Arajang ini sebab adanya kesalahan formal gugatan 
para tergugat dalam dalil-dalil gugatannya di Pengadilan sehingga Majelis 
Hakim menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima dan 
dinyatakan kalah serta membayar biaya-biaya dalam perkara ini.
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BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah pada

Negara-negara yang berlatar belakang agraris, tanah merupakan sumber 

penghidupan dan ketergantungan masyarakat, sehingga tidak menutup 

kemungkinan jika penguasaan dan kepemilikan tanah senantiasa tampil 

kepermukaan sebagai permasalahan yang kompleks, peka dan sensitif.

Oleh sebab itu, manusia menempatkan suatu sumber penghidupan lain

selain tanah seperti menangkap ikan dan lain sebagainya. Hal ini

disebabkan karena permasalahan tentang tanah pada masyarakat akan

semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan tuntutan

kehidupan.

Eksistensi tanah mempunyai arti yang sangat urgen bagi

kehidupan dan keluarga (tanah dan manusia) merupakan dua subtansi

yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanah sebagai tempat berpijak

dan memperoleh sumber kehidupan, dengan mengeksploitasi tanah

sedemikian rupa, bahkan sampai matipun manusia akan tetap

membutuhkan tanah sebagai tempat pemakaman.

Penguasaan tanah tidak hanya bermakna ekonomis dalam arti

sumber kehidupan semata, tetapi kerap pula bermakna kultural, bahkan

cendrung magis.Pandangan ini memberikan konotasi bahwa masalah

pertanahan adalah masalah hubungan manusia dengan tanah. Pada
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dasarnya persoalan penguasaan tanah juga menyangkut masalah 

hubungan kerja dan hubungan aktifitas dalam proses produksi. Hal ini 

berkaitan erat dengan masalah penyebaran kekayaan, pendapatan, dan 

kesempatan-kesempatan ekonomi serta penguasaan politik. Konsentrasi

penguasaan tanah oleh sekelompok kecil masyarakat dianggap sebagai

ketimpangan yang akan berpengaruh terhadap pembagian pendapatan

dan selanjutnya akan mengarah ke proses polarisasi masyarakat. Struktur

penguasaan tanah yang adil dapat dikatakan akan membuka akses yang

sama bagi setiap lapisan masyarakat terhadap penguasaan ekonomi dan

politik, sehingga persoalan penguasaan tanah begitu pentingnya bagi

setiap individu yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Sejalan dengan ini Notonegoro ( 1984 : 25 ) mengemukakan

bahwa:

“Dahulu sebagian masyarakat hanya mengenal dua macam 
penguasaan tanah 1).Tanah yang dikuasai secara kolektif yaitu 
tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh suatu 
kelompok yang merupakan hak bersama, hak ini dianggap 
sebagai hak bersama yang disebut hak adat atau hak ulayat. 
2). Tanah yang dikuasai perorangan atau individu yaitu 
penguasaan tanah oleh perorangan dan penguasaan ini 
merupakan hak yang kuat”

Penjabaran konsep diatas, dapat dilihat secara jelas bagaimana

penguasaan tanah secara kolektif dan perorangan didasarkan atas

penguasaan besar dan kecil.Untuk penguasaan besar maksudnya adalah

tanah yang dikuasai oleh kelompok orang secara besar-besaran yang

pengaturannya dipegang oleh orang yang dipercaya sebagai pemimpin

atau ketua dalam kelompok tersebut. Sedangkan penguasaan tanah
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secara perorangan atau individu yaitu tanah yang dikuasai oleh 

perorangan dan secara bebas mengelola tanah tersebut dengan cara

yang diinginkannya.

Bila kita melihat pada masa pemerintahan raja-raja lokal secara 

ideal penguasaan tanah berada dalam wewenang kerajaan, dengan raja 

selaku pelaksana.Secara langsung raja mempunyai kekuasaan pribadi 

atas tanah-tanah kekuasaan tersebut. Meskipun dalam kenyataannya raja

selalu mempunyai peluang dalam memperoleh hak individual untuk

memiliki dan menggunakan tanah di wilayah kekuasanya, namun

rakyatnya bisa mendapatkan tanah melalui beberapa cara antara lain :

hak pembelian, hak penukaran, dan hak pemberian dengan aturan

tertentu. (Hamid Pananrangi 1990 : 92)

Pada masa itu setiap anggota masyarakat mempunyai

keleluasaan untuk sewaktu-waktu membuka tanah bagi kepentingan diri

pribadi maupun keluarga mereka.Meskipun demikian mereka harus tetap

mendapat persetujuan dari pemerintah kerajaan yang di dasarkan pada

hukum adat yang berlaku.

Pemilikan tanah jika dilihat secara umum berdasarkan pada

aturan adat yang telah ada sebelumnya, maksudnya disini bahwa telah

ada hukum yang dianut oleh masyarakat sebelum ada pemerintahan yang 

sah dan diakui oleh seluruh rakyat dalam suatu Negara.
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Sejalan dengan hal di atas, Supomo (1965 : 107) menjelaskan 

bahwa salah satu ciri hukum adat adalah “Mempunyai sifat kebersamaan

atau komunal yang kuat”.

Penjelasan konsep di atas, dapat di artikan bahwa dimanapun 

manusia ada dan masyarakat berada, dalam keadaan bagaimanapun 

merupakan makhluk dalam suatu ikatan kemasyarakatan yang kuat dan 

erat, didasarkan pada rasa kebersamaan yang meliputi seluruh wilayah 

kekuasaan adat, individu maupun masyarakat, terikat pada suatu aturan 

yang berdasar pada rasa kebersamaan dan menjadi pola tata tingkah 

lakunya dalam menjalani kehidupan.

Lebih lanjut Supomo (1965 : 108) menambahkan bahwa ciri

hukum adat adalah “Sistem hukum yang diliputi oleh pemikiran penataan

serba kongkrit dan juga mempunyai sifat yang visual”.

Uraian konsep di atas, dapat diartikan bahwa hukum adat

sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya hubungan hidup

yang kongkrit, dimana sistem ini mempergunakan jenis hubungan hukum

yang serba nyata. Dengan kata lain hukum adat tentu saja bisa terjadi

karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat kenyataannya,

dimana pada dasarnya hukum adat yang kita ketahui tidaklah tertulis akan

tetapi tetap dipatuhi dan diselenggarakan oleh putusan dari orang-orang

yang dipercaya sebagai pemimpin atau dengan kata lain ketua adat.

Hak kepemilikan terhadap tanah mengalami pergeseran secara

mendasar setelah masuknya kolonial Belanda di Indonesia.Belanda
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mampu memegang kekuasaan politik sekaligus penguasaan tanah-tanah^ 

diluar tanah adat.Hal ini kemudian menyebabkan kekuasaan raja pada 

saat itu menjadi terbatas, dengan dipergunakannya atau diterapkannya 

sistem dualistik menyangkut sumber-sumber hukum tentang 

tanah.Sumber yang pertama adalah tentang hukum adat dan kedua 

adalah hukum agraris, yang merupakan produk dari kolonial Belanda.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial

Belanda tepatnya tanggal 24 September 1960, pada saat itu pemerintah

Indonesia berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) dan dimuat pada Lembaran Negara Tahun

1960 Nomor 104. Setelah berlakunya UUPA, maka peraturan-peraturan

peninggalan kolonial dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku karena

pada saat itu Indonesia telah mempunyai sistem hukum yang disusun

berdasarkan hukum adat . hal ini ditegaskan pada pasal 5 UUPA yang

tertulis bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa 
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta peraturan 
yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsur-unsur yang berdasarkan hukum agraria.

Hukum agraria yang baru ini disesuaikan dengan kesadaran

hukum masyarakat karena masyarakat Indonesia sebagian besar tunduk

pada hukum adat daerahnya yang merupakan hukum asli bangsa
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Indonesia.Dikenal pula hak-hak baik yang bersifat tetap maupun

sementara.

Hak atas tanah yang bersifat tetap sebagaimana yang

ditentukan dalam UUPA adalah hak-hak yang tidak mengandung

pemerasan, misalnya hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha

sedangkan hak-hak yang bersifat sementara adalah hak-hak yang

dianggap mengandung unsur-unsur pemerasan dan bertentangan dengan 

UUPA, hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1)

adalah sebagai berikut:

Hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi 
hasil, hak menumpang dan sewa tanah pertanian diatur dengan 
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang- 
undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan dihapus dalam 
waktu yang singkat.

Hak-hak tersebut untuk sementara waktu masih diakui akan

tetapi hak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang- 

undang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hubungan- 

hubungan hukum sesama warga masyarakat atau antara pemerintah 

dengan masyarakat terutama menghindari adanya tindakan-tindakan

pemerasan.

Salah satu masalah agraria yang paling penting untuk dicermati 

adalah hak penguasaan atas tanah yang berdasarkan UUPA yang 

bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
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dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sedangkan

pada Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa bumi, air dan ruang

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dengan tujuan utama adalah

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti

Kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dengan

negara hukum, Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur (Pasal 2

ayat 3 UUPA).

Widjaya (2001 : 29) menjelaskan bahwa : Hukum bukanlah

sesuatu yang statis, tetapi mengalami perkembangan. Tentunya dalam hal

ini bagaimana hukum itu mampu menjadi satu produk yang tidak statis 

keberadaannya, sehingga mampu difleksibelkan dengan masyarakat 

setempat, berdasarkan aturan-aturan yang dibangun secara bersama-

sama utamanya mengenai tanah.

Bertolak dari suatu pendekatan historis, tentunya tak bisa kita 

pungkiri korelasi antara keberadaan tanah sekarang dan sebelumnya 

(Tanah Kerajaan).

Sejalan dengan hal ini Hamid Pananrangi (1990 : 90) 

menjelaskan bahwa:

“Tanah kerajaan adalah tanah yang dikuasai oleh pejabat 
kerajaan meliputi tanah pa joking adalah tanah untuk daerah 
perburuan raja, tanah kakarengan adalah lahan pertanian untuk 
sumber makanan raja, tanah Pa'sare adalah tanah pemberian 
raja kepada seseorang”
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Dapat kita lihat bahwa tanah pada zaman kerajaan sebagian

besar dikelola para penguasa setempat atau raja dan para pembantunya.

Sejalan dengan hal ini Mahmud Tang (1996 56)

mengemukakan bahwa:

“Tanah pada masa kerajaan (Bugis) dibagi dalam beberapa 
status yaitu Ex Tana Arajang, tana akkarungeng, tana 
pammase, dan tanah milik pribadi”

Penjabaran konsep diatas, dapat dijelaskan bahwa Ex Tana

Arajang merupakan tanah pusaka kerajaan yang dikuasai oleh raja 

sebagai tanah jabatan yang pada saat meninggal maka keberadaan tanah

tersebut akan berlanjut terus menerus kegenerasi berikutnya atau raja

selanjutnya. Ex Tana Arajang merupakan tanah kebesaran atau pusat 

kerajaan. Tana Akkarungeng adalah tanah yang diperoleh raja dari 

berbagai sumber, dan Tana Pammase adalah tanah yang diberikan 

kepada mereka atau orang yang dianggap telah berjasa kepada kerajaan 

dan keturunan raja sebagai jaminan hidup dengan status hak pakai/hak 

milik, sedangkan tanah milik pribadi adalah tanah yang dimiliki secara 

pribadi dengan cara membuka lahan yang belum pernah dijamah oleh

manusia.

Begitu pula konteks masyarakat di desa Inalipue / Lajokka 

Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang mana dalam realitas

keseharian masih memegang pandangan akan eksistensi dari Ex Tana

Arajang, tapi yang perlu diketahui adalah bagaimana pergeseran
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kepemilikan akan Ex Tana Arajang itu sendiri. Bahwa regenerasi Ex Tana 

Arajang bukan merupakan hak milik tapi merupakan hak pakai dan hak

pengelolaan. Proses pewarisan Ex Tana Arajang dilakukan secara turun-

temurun mulai dari raja pertama sampai terakhir. Regenerasi keturunan

yang dilakukan itu berimbas pula pada bentuk pewarisan Ex Tana Arajang

itu sendiri karena pada dasarnya Ex Tana Arajang merpakan simbol dari

eksisnya kekuasaan sang raja dan keluarganya. Hal ini disebabkan

karena Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang diberikan rakyat

kepada raja mereka sebagai sumber penghidupan raja dan keluarganya.

Pada zaman pemerintahan kerajaan maka rajalah yang

merupakan pusat segala kekuasaan, apabila raja menghendaki sesuatu 

hal tidak boleh dilanggar namun pada dasarnya raja memberikan ruang 

pendapat pada rakyatnya dalam pengambilan keputusan. Semasa 

pemerintahan kerajaan Aji Riu Batara Guttu Arung Lowa tanah yang 

dikuasai oleh pihak kerajaan sdinamakan “Ex Tana Arajang” mutlak dapat 

diwariskan kepada keturunannya secara pewarisan dari kerajaan 

berikutnya sebab penobatan seorang raja-raja adalah berasal dari 

keturunannya sendiri, jadi tanah kerajaan juga diwariskan kepada raja 

pengganti terus-menerus secara turun-temurun. (Arsip Kantor Desa 

Inalipue, Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu, 8 Agustus 2009)

Pada tahun 1890 masuknya Belanda ke wilayah kerajan Wajo 

mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pemerintahan utamanya 

pada kerajaan Lowa, pada saat itu dimana gelar raja diganti menjadi
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Sullewatang. Sullewatang adalah keluarga kerajaan atau keturunan raja 

yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di Lowa. Sullewatang 

dalam hal ini juga sebagai pewaris dari Ex Tana Arajang dimana Ex Tana 

Arajang tetap sebagai tanah jabatan untuk sumber penghidupan 

Sullewatang dan keluarganya. Sullewatang yang notabenenya lebih 

mengarah kepada bagaimana seorang penguasa mampu melakukan 

proses penciptaan suasana yang harmonis baik yang berupa pengolahan 

lahan secara baik dan benar terhadap daerah pimpinannya namun bila

dilihat secara implisit eksistensi dari Sullewatang ini lebih mengarah

kepada bentuk strategi dari kolonial Belanda yang mengintervensi

Sullewatang dalam bentuk dogmatis dengan embel-embel kemakmuran

masyarakat setempat. (Arsip Kantor Desa Inalipue, Penjelasan

Masyarakat Dusun Bacu-Bacu, 8 Agustus 2009)

Pada tahun 1955 berhubung adanya gangguan kemanan DI/TII

pemerintah menginstruksikan semua penduduk Lowa harus berkumpul /

mengungsi di Lajokka dan disuruh mendirikan rumah diatas Ex Tana

Arajang. Merupakan salah satu faktor penyebab berubahnya fungsi status

Ex Tana Arajang yang tadinya sebagai tanah jabatan menjadi tempat

pengungsian penduduk. Kebijakan yang diambil pada dasarnya

merupakan bentuk determinasi pemerintah dalam menciptakan suasana

yang kondusif pada saat terjadinya pemberontakan DI / Tll untuk 

menciptakan reorganisir dalam masyarakat dengan menjadikan Ex Tana

Arajang sebagai tempat pengungsian ternyata berimbas pada perubahan
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fungsi Tana Arajang sebagai tanah jabatan kebentuk penguasaan Ex 

Tana Arajang menjadi hak milik pribadi ditandai dengan berlakunya 

Undang-Undang Pokok Agraira. (Arsip Kantor Desa Inalipue, Penjelasan

Masyarakat Dusun Bacu-Bacu, 8 Agustus 2009)

Secara makro masalah pertanahan yang masih terjadi

menyangkut tentang siapa pemegang hak atas tanah serta di mana letak,

luas dan batas-batas tanahnya serta apa jenis haknya. Masalah tersebut

dalam hukum pertanahan disebabkan karena penghuni atau penggarap

yang secara fisik atau nyata menguasai tanah belum tentu adalah orang 

yang berhak atas tanah tersebut. Dalam masyarakat dewasa ini masih 

sangat dijumpai kasus-kasus tentang pemilikan tanah yang umumnya 

terjadi karena masyarakat masih banyak yang belum mengerti 

sepenuhnya tentang aturan-aturan hukum pertanahan. Di samping itu 

adanya rasa keengganan dan sikap tidak mau merepotkan diri untuk 

mengikuti tata cara dan prosedur penguasaan hak atas tanah dan 

peralihan hak atas tanah tersebut, seperti terjadinya perolehan hak milik 

atas tanah dengan prosedur secara informal atau di bawah tangan dan 

beralihnya hak milik atas tanah melalui prosedur hukum yang berlaku, 

sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Hal ini pulalah yang terjadi di Desa InalipuE, Kecamatan

Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Ketika keturunan Sulewatang Lowa (Raja 

Lowa) terakhir Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana yang mengakui 

Ex Tana Arajang (Tanah Ornamen) seluas ± 9,61 Ha sebagai Hak

;

i
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Milik,ternyata menimbulkan masalah. Ex Tana Arajang ini ternyata telah 

lama dihuni oleh warga masyarakat selama berpuluh-puluh tahun 

lamanya yang bermukim diatas tanah tersebut. Spontan para penghuni 

diatas Ex Tana Arajang ini protes atas pengakuan hak milik oleh Drs. Andi

Syamsu Alam dan Andi Nirwana, karena masyarakat menganggap

pengakuan dari Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana tidak

mempunyai dasar hukum. Sepengetahuan warga masyarakat yang

bermukim diatas tanah arajang tersebut adalah tanah Negara.

Ironisnya Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana membawa

kasus ini kejalur hukum pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam 

gugatannya tertanggal 14 Juni 2005 yang diterima dan didaftar di 

Kepaniteraan pada tanggal 1 Juni 2005 didaftar di bawah nomor

10/PDT.G/2005/PN. SENGKANG telah mengajukan gugatan kepada 101

tergugat.Dimana persoalan hak kepemilikan tanah khususnya pada Ex 

Tana Arajang (Tanah Ornamen), menjadi permasalahan yang menarik 

untuk di kaji ditengah realitas kehidupan modern saat ini. Untuk itu penulis 

tertarik dan tertantang untuk mengkaji lebih mendalam mengenai 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Arajang (Tanah 

Ornamen) Berdasarkan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)”
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B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan

masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum penguasaan hak atas Ex Tana

Arajang (Tanah Ornamen) sebelum berlakunya UUPA dan

setelah berlakunya UUPA ?

2. Bagaimana pendapat masyarakat dan pemerintah tentang

status Ex Tana Arajang?

3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan status

kepemilikan Ex Tana Arajang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui status hukum penguasaan hak atas Ex

Tana Arajangsebelum dan setelah berlakunya UUPA.

b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat dan pemerintah

tentang status Ex Tana Arajang.

c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam

memutus hak kepemilikan Ex Tana Arajang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum 

pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program

kekhususan Perdata pada khususnya.
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b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umunya dan ilmu hukum pada

khususnya

c. Dapat memberikan masukan-masukan bagi lembaga dan

instansi pemerintah setempat terhadap kepastian hukum

dari tanah arajang di Lajokka.
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BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Sumber daya tanah pada masyarakat agraris merupakan faktor 

produksi yang paling penting.Penguasaan tanah sebagaimana telah 

dibahas pada pembahasan terdahulu, tidak hanya bermakna ekonomis 

dalam arti sebagai sumber kehidupan, tetapi kerap bermakna kultural, 

bahkan cendrung magis.Pandangan seperti ini memberikan pengertian

bahwa masalah penguasaan pertanahan adalah masalah hubungan

manusia dengan tanah.Tetapi pada dasarnya, persoalan-persoalan

penguasaan tanah juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Pentingnya tanah sebagai salah satu faktor produksi,

dikemukakan pula Mubyanto (1994 : 89) bahwa :

“Tanah merupakan salah satu faktor produksi seperti halnya 
modal dan tenaga kerja dapat pula dibuktikan dari tinggi 
rendahnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai dengan 
permintaan dan penawaran tanah itu dalam masyarakat dan 
daerah tertentu.Dalam suatu daerah yang penduduknya sangat 
padat dimana jumlah petani penyakap yang memerlukan tanah 
garapan jauh lebih besar dari pada persiapan tanah yang ada, 
maka pemilik tanah dapat meminta syarat-syarat yang lebih 
berat bila dibandingkan dengan daerah yang persediaan tanah 
garapannya masih lebih luas.”

15



:

W %
•v'.

V''v'j

Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan 

tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4

U U PA, bahwa :

Dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis 
sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 
UUPA sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari 
negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi yang disebut tanah.

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat

diartikan sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho

(1993:23) mengemukakan bahwa :

Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut 
pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi 
getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan 
guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering 
menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian tanah yang di kemukakan di atas dapat

memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang 

sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara 

dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis

karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan

namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi 

manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan 

sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan

I
i

masyarakat.|
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B. Sejarah Munculnya Ex Tana Arajang (Tanah Ornamen)

Tanah merupakan elemen yang paling mendasar dalam

kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara komunitas,

nilai eksistensi tanah yang bila kita lihat secara ekonomis memiliki

fluktuasi nilai yang berkembang terus menerus mengikuti nilai jual dalam

masyarakat. Dalam arti kata tanah merupakan aset yang terpenting dalam 

survei masyarakat atau individu dalam komunitas untuk mempertahankan

hidup dengan mengolah tanah untuk sumber kehidupannya atau dengan

kata lain bahwa dari segi ekonomis tanah tidak pernah mati malahan

berbanding lurus dengan pangsa pasar sekarang dan akan datang. Dalam

pembahasan ini penulis lebih mengarah pada suatu pandangan secara

kultural.

Dimana secara kultural hirarki konsepsi tanah lebih mengarah

kepada suatu nilai-nilai yang bersifat turun-temurun. Eksistensi tanah lebih

teradopsi terhadap nilai konsep yang dipahami dalam komunitas

masyarakat, sehingga linear antara komunitas dan tanah bukan hanya

dihitung sebagai suatu tempat untuk survive dalam kehidupan akan tetapi

mengarah pula kepada bentuk kultural dalam arti bahwa secara

pengetahuan lokal masyarakat, tanah mampu menjadi suatu patokan 

dalam tata cara untuk bertahan hidup serta menjadi acuan kerangka pikir

tentang bagaimana bentuk pengalokasian tanah itu sendiri bagi anak cucui
berikutnya.
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Suruddin Siadjeng (dalam skripsi Emil Salim 2008 : 71) 

menjelaskan sumber kehidupan masyarakat arajang : “Dulu dibagian 

utaranya Ex Tana Arajang adalah gunung yang sekarang bernama Desa 

Inalipue Kecamatan Tanasitolo, banyak ditinggali penduduk dari kerajaan 

kecil disekitar daerah ini, karena itukan dulu tanah kosong yang subur

maka banyak hutan. Ada penduduk yang datang untuk mengelola tanah 

sekaligus membangun rumah untuk tempat tinggal, maksudnya untuk 

memperbaiki hidup atau nasib. Sementara disebelah baratnya gunung

masih hutan.Ada juga dulu danau disana tapi kering karena sudah lama

tidak airnya makanya banyak juga penduduk yang pergi kesana untuk 

membangun rumah sekalian juga dia tempati untuk bertani”.

Berdasarkan pernyataan Suruddin Siadjeng tersebut, suatu hal

yang tersirat bahwa dahulu masyarakat yang berasal dari kerajaan- 

kerajaan sekitar dan sekarang mendiami daerah Desa Inalipue mengelola 

tanah kosong yang kemudian ditempati untuk bermukim dan membentuk 

perkampungan serta dipergunakan untuk bercocok tanam dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tingkat
;

kesuburan dari lahan sangat menentukan pula sebagai dasar untuk

menarik animo masyarakat dalam membuka lahan atau perkampungan

pada daerah tersebut, (dalam Skripsi Emil Salim 2008 : 72)

Para penduduk yang mendiami wilayah tersebut tidak

melupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka baik dari 

usaha untuk mengatur penghidupan dan kehidupan mereka maupun
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dalam menentukan pemimpin atau raja yang selalu mengikuti falsafah

bambu yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun.

Keberadaan seorang raja pada masyarakat kemudian 

menciptakan keteraturan dalam arti luas dimana seorang pemimpin atau 

raja adalah sosok yang harus dipatuhi dan apa yang diucapkannya adalah

sebuah amanah yang harus dijalankan. (Hamid Pananrangi 1990 : 234)

Pada awalnya tanah arajang merupakan sawah yang dibuatkan 

untuk seorang raja sebagai tanah jabatan ketika mulai memangku jabatan 

sebagai raja di Kerajaan Lowa yang pada saat itu dipimpin oleh Arung

Lowa.Tujuan dibuatkannya Ex Tana Arajang untuk menjamin kehidupan 

raja beserta keluarganya, karena pada waktu itu belum ada gaji atau 

tunjangan bagi raja yang kemudian dibuat menjadi sawah / kebun dan 

hasil pengelolaan lahan tersebut dipersembahkan kepada raja yang bisa

diwariskan kepada keturunannya yang kelak menjadi raja secara turun-

temurun.(Arsip Kantor Desa Inalipue, Penjelasan Masyarakat Dusun

Bacu-Bacu, 8 Agustus 2009)

Masuknya Belanda pada tahun 1890 di daerah Bugis pada

umumnya dan daerah Wajo pada khususnya mengakibatkan terjadinya 

perubahan dalam struktur pemerintahan utamanya pada Kerajaan Lowa 

pada saat itu dimana gelar Raja yang ada pada dasarnya merupakan

orang yang memegang tampuk pemerintahan atau kekuasaan tertinggi 

dalam Kerajaan Lowa dirubah menjadi gelar Sulewatang dimana orang 

yang menjadi Sulewatang itu diambil dari keturunan Raja atau keluarga
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Kerajaan yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di Lowa. 

Sulewatang dalam hal ini juga sebagai pewaris dari Ex Tana Arajang 

dimana Ex Tana Arajang tetap sebagai tanah jabatan untuk sumber 

peningkatan kesejahteraan Sulewatang dan keluarganya.(Arsip Kantor

Desa Inalipue, Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu, 8 Agustus

2009)

Secara jelas dalam melakukan perubahan bentuk pemerintahan

dengan memposisikan orang yang menjadi Sulewatang sebagai pemimpin

pada saat itu Belanda mampu mempermudah akses dalam menjalankan

tujuannya baik berupa penguasaan dibidang politik maupun penguasaan

atas tanah-tanah diluar tanah adat, maka dalam hal ini dapat diartikan

bahwa bentuk kekuasaan Sulewatang pada saat itu sebagai orang yang

dianggap pemimpin menjadi terbatas.

Dalam proses pewarisan Ex Tana Arajang sampai kepada

Sulewatang terakhir. Bentuk pemerintahan kemudian mengalami

perubahan pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia dimana Sulewatang

berubah menjadi Kepala Distrik seiring dengan dihapuskannya segala

bentuk pemerintahan yang berbentuk kerajaan namun fungsi dari Ex Tana

Arajang tidak mengalami perubahan, Ex Tana Arajang dalam hal ini tetap

menjadi tanah jabatan dimana status penguasaannya diberikan kepada

Kepala Distrik sebagai sumber penghidupan bagi kepala Distrik dan

keluarganya.
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Perubahan bentuk fungsi Ex Tana Arajang dimana pada 

dasarnya Ex Tana Arajang merupakan tana jabatan yang disediakan dan 

dikelola oleh rakyat sebagai sumber penghidupan bagi raja dan

keluarganya menjadi tempat pengungsian dilatar belakangi karena

adanya pemberontakan DI/TII yang membuat status Ex Tana Arajang

menjadi tidak jelas siapa yang menguasai atau dengan kata lain

kekacauan yang ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII diseluruh wilayah

Wajo termasuk diwilayah Distrik Lowa menyebabkan rakyat diungsikan ke

daerah Ex Tana Arajang untuk mendirikan pemukiman atau rumah-rumah

agar lebih mudah diamankan dan diorganisir oleh TNI menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan perubahan fungsi Ex Tana Arajang dari tanah

jabatan menjadi tempat pengungsian.

Kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan bentuk

determinasi pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif pada

saat terjadi pemberontakan DI/TII atau dengan kata lain tujuan pemerintah 

untuk menciptakan reorganisir dalam masyarakat Kecamatan Tanasitolo 

pada khusunya dengan menjadikan wilayah atau daerah Ex Tana Arajang 

sebagai tempat pengungsian ternyata berimbas pada perubahan fungsi 

Ex Tana Arajang sebagai tanah jabatan kebentuk penguasaan Ex Tana

Arajang sebagai milik pribadi ditandai dengan diberlakukannya Undan- 

Undang Pokok Agraria Tahun1960 oleh pemerintah dimana sebelumnya 

juga dilakukan perubahan bentuk pemerintahan dengan melebur wilayah 

Kerajaan atau Distrik menjadi satu Kecamatan yakni Kecamatan
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Tanasitolo. Sejalan dengan perubahan bentuk pemerintahan dari Raja, 

Sulewatang, sampai Kepala Distrik kemudian mempengaruhi pola 

penguasaan terhadap tanah atau dengan kata lain bahwa 

diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria secara langsung menjadi 

dasar pada pola penguasaan, kepemilikan dan pengaturan tanah secara

terencana.

C. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial atau tingkat sosial menunjukkan kepada kita

adanya perbedaan status atau kedudukan sosial antara individu-individu 

sebagai anggota masyarakat alasan-alasan timbulnya stratifikasi sosial

dalam masyarakat pada kenyataannya dapat kita lihat karena adanya

perbedaan umur, jabatan, alasan ekonomi yang menyebabkan

kemampuan yang berbeda diantara golongan masyarakat seperti pada

pendidikan dan sebagainya.

Dalam masyarakat Kecamatan Tanasitolo khususnya yang

berbeda pada desa Inalipue mengenal tiga lapisan masyarakat yang

terdiri dari:

1. Lapisan yang lahir dari keturunan raja / bangsawan (Datu)

Lapisan ini dianggap golongan masyarakat yang tertinggi dalam

masyarakat Lajokka dan selain itu juga merupakan golongan masyarakat

yang memiliki harta kekayaan lebih dari masyarakat lain, hal ini

disebabkan karena bentuk pewarisan harta secara turun-temurun dimana
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para pendahulu mereka merupakan para penguasa yang memiliki tanah

yang luas dan harta yang berlebihan.

2. Lapisan rakyat biasa (To Maradeka)

Lapisan ini merupakan golongan masyarakat yang pada 

umumnya berdiri bebas tanpa ada ikatan-ikatan kecuali ikatan atau aturan

adat aturan pemerintah.

3. Lapisan masyarakat yang paling bawah (Ata / Budak)

Lapisan ini merupakan mereka yang baik secara individu

maupun secara keluarga terkait dan tunduk kepada individu atau keluarga 

lain yang berada pada kedua lapisan diatas. Golongan ini biasanya adalah 

mereka yang tidak memiliki harta berupa tanah sebagai sumber mata 

pencaharian ataupun pekerjaan lain sehigga akhirnya mereka 

menggantungkan hidupnya kepada individu atau keluarga lainnya, namun

pada saat sekarang golongan sudah dianggap tidak ada dan hilang seiring

dengan perkembangan zaman.

Dari pengkalasifikasian golongan diatas pada saat ini tidak

terlalu tampak, kemampuan dan prestise yang merupakan ciri dari
i
: stratifikasi sosial pada masyarakat kecamatan Tanasitolo khusunya desa

Inalipue di Lajokka sudah mulai berubah dan lebih berorientasi untuk

meraih dan memiliki faktor-faktor produksi atau usaha, pendidikan serta

menduduki jabatan yang penting dipemerintahan.
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Dalam kaitannya dengan pola penguasaan tanah khususnya Ex 

Tana Arajang yang berdasar pada stratifikasi sosial, tidak berlaku pada 

masyarakat kecamatan tanasitolo khusunya masyarakat desa Inalipue di 

Lajokka dikarenakan Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang

tidak dapat dimiliki tetapi hanya bisa diwariskan secar turun-temurun

kepada keturunan raja yang akan menjadi raja selanjutnya dan berfungsi

sebagai tanah jabatan. Tetapi setelah adanya UUPA 1960 yang

dikeluarkan oleh pemerintah, fungsi Ex Tana Arajang yang dulunya

merupakan tanah jabatan yang dikuasai oleh raja dan dikelola oleh rakyat

dan tidak dapat dimiliki kemudian berubah statusnya menjadi dapat

dimiliki atau menjadi hak milik pribadi, baik untuk para keturunan raja 

maupun rakyat yang menjadi pengungsi pada saat terjadi pemberontakan 

DI/TII yang menempati daerah Tana Arjang. Dengan kata lain pembagian

Ex Tana Arajang tidak berdasarkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial

tetapi berdasarkan dari kebijakan pemerintah yang mengacu pada UUPA

1960.
i

D. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Menurut Hukum Adat dan

Undang-Undang Pokok Agraria

Sebagai pengertian hukum, maka hak menguasai itu pada

umumnya dapat melekat pada dua jenis subyek hukum, yaitu

masyarakat/penguasa dan perorangan.Dalam hal ini penguasa dapat 

bertindak sebagai penguasa, dapat pula berlaku sebagai subyek hukum
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umum, sehingga ditundukkan kepada hukum umum yang berlaku sebagai 

subyek hukum biasa/badan hukum privat. Dilihat dari sudut insensitasnya,

maka hak menguasai itu bisa bergerak dari kadar paling lemah sampai 

kepada bobot yang paling kuat, misalnya mulai dari hak pakai, memetik

kemudian menikmati hasil, hak memelihara/mengurus/mengelola, hak

milik sampai pada mengasingkannya dalam segala bentuk.

Sejalan dengan hal yang telah diuraikan di atas, Husein (1995 :

31) mengemukakan bahwa pengertian penguasaan tanah secara yuridis

melalui pasal 1 Undang-undang No. 56/Prp/Tahun 1960 yang berbunyi

sebagai berikut:

“Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya 
merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan 
menguasai tanah pertanian baik miliknya sendiri atau 
kepunyaan orang lain, ataupun miliknya sendiri bersama 
kepunyaan orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas 
maksimum yang ditetapkan ayat 2 pasal ini”

Dalam penjelasan pasal maka diuraikan lagi, bahwa seandainya

orang mempunyai tanah hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnya

disewakan atau dibagi hasilkan kepada orang lain termasuk dalam

pengertiannya orang yang menguasai tanah tersebut. Jadi pengertian 

menguasai itu diartikan baik menguasai secara langsung ataupun tidak

langsung. Begitu pula yang menyewa tanah termasuk dalam pengertian 

menguasai tanah tersebut, hanya dari kadar penguasaan itulah yang 

berbeda antara pemilik tanah dengan petani bagi hasil atau si penyewa.
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Secara yuridis antara memiliki atau menguasai tanah itu akan 

mencerminkan status hukum yang hakiki oleh subjek hukum terhadap

objek hukumnya yang berupa tanah.

Secara implisit undang-undang pokok agraria (UUPA) telah 

membedakan hak dan penguasaan tanah itu menjadi dua kelompok besar

yaitu kelompok hak atas tanah dan kelompok hak jaminan hak atas tanah.

Dari hak atas tanah ini akan menentukan adanya sistem land penure yang

terdiri dari dua kategori. Pertama, hak atas tanah yang bersifat primer 

(tetap) yaitu semua hak yang langsung di peroleh dari Negara, yang terdiri 

dari hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak

pengelolaan. Kedua, hak sekunder (sementara) yaitu semua hak yang

berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan atas adanya

perikatan, yang terdiri dari hak sewa, hak guna usaha bagi hasil, hak

gadai dan hak menumpang. Persamaan kedua kategori hak tersebut

terletak pada hak pemegangnya utnuk menggunakan tanah yang

dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan

dari orang lain melalui perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-hak

sekundernya pada pihak lain.

Dalam kehidupan masyarakat, tanah dapat di kelompokkan

kedalam beberapa bagian atau kelompok penguasaan tanah sejalan

dengan hal ini Hamid Pananrangi (1990 : 94) mengatakan bahwa

penguasaan tanah dapat di kelompokkan menjadi enam bagian, yaitu :

1. Areal tanah yang dikuasai pemerintah penjajah
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2. Areal tanah yang dikuasai orang-orang asing dengan persetujuan dan 

perizinan orang belanda penjajah

3. Tanah-tanah yang dikuasai oleh raja secara adat dikenal sebagai 

ongko untuk tunjangan jabatan ataupun pemberian tanda jasa berupa

tanah apanage.

4. Tanah-tanah yang secara individual dikuasai anggota masyarakat atau

rakyat pribumi, dengan dasar eigendom.

5. Tanah-tanah yang oleh penduduk pribumi dikuasai secara sementara,

dalam hal ini mungkin sama dengan penguasaan atas dasar hak pakai

yang di kenal sebagai tanah ongko.tanah-tanah seperti ini di tandai 

dengan pemberian tanda sementara (biasanya berwarna biru) di kenal 

oleh masyarakat Jeneponto sebagai Suragau maksudnya surat- surat

keterangan berwarna biru.dalam pada itu berkembang pula sistem

pemindahan kuasa atas tanah, antara lain :

a. Passere (pemberian/hadiah)

b. Papitaggalla’ (gadai)

c. Mana’ (warisan)

d. Paja’ (pemindahan hak atas sementara atas sebidang tanah untuk 

di garap orang lain, dengan pemberian imbalan kepada pihak

penguasa pertama).

e. Tesang’ (bagi hasil)

Apabila diperhatikan secara mendalam, akan tampak dengan

jelas bahwa berbagai perubahan dalam pola-pola penguasaan tanah pada
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zaman perjajahan belanda adalah dimaksudkan untuk mempertegas dan 

mempeijelas batas-batas penguasaan, baik antara kaum penjajah, disatu 

pihak dengan pihak rakyat jajahan dilain pihak bahkan juga antara 

individu-individu masyarakat. Namun dilain segi kadang kala timbul 

masalah, yang sering terjadi adalah tuntut menuntut bagi warga 

masyarakat atas sebidang tanah, karena masing-masing merasa

berkuasa.

Kepemilikan dan penguasaan atas tanah menurut hukum adat 

mempunyai kekuatan penuh pada warganya untuk bebas mengolah serta 

memanfaatkan tanah miliknya sesuai dengan keinginannya.Namun

dibatasi oleh aturan-aturan adat di ikat dalam suatau wilayah atau daerah

kekuasaan adat yang pengaturannya diberikan kepada ketua adat.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Syamsul Bahri, BA.dkk

(1989 : 149) bahwa :

“menurut hukum adat, seluruh tanah dalam suatu wilayah atau 
lingkungan sosial tertentu dikuasai oleh masyarakat anggota 
lingkungan itu sendiri, dengan hak komonal dismping hak 
perorangan yang berlaku keluar dan kedalam yang 
pengaturannya diserahkan kepada ketua adat.”

“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan dan tidak tercantum didalam undang-undang ini, dan 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya segala sesuatu 
dengan memindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada 
hukum agraria”

Dalam hukum adat misalnya diakui ada hak milik atas tanah

terkuat disamping, hak ulayatHukum data memberikan wewenang penuh
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terhadap pemilik tanah untuk mempergunakan tanahnya dalam batas- 

batas tertentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam 

persekutuan adat tersebut, misalnya harus menghormati hak pemilik 

tanah yang disekitarnya. Demikian pula dengan pasal 6 UUPA yaitu : 

“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa hak atas tanah yang berada ditangan seseorang tidak 

dibenarkan untuk kepentingannya sendiri apalagi kalau menimbulkan 

kerugian besar bagi masyarakat umum. Dimana penggunaan hak atas 

tanah haruslah sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi

kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya serta bagi masyarakat pada

umumnya.Demikian pula dengan luas tanah yang dimiliki seseorang

dimana dalam hukum adat tidaklah dibatasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara

hak milik dan hak ulayat didaerah-daerah yang masih memegang teguh

hak ulayatnya, dimana hak milik dibatasi dengan hak ulayat. Untuk itu

perlu diusahakan agar semua pelaksanaan hak ulayat dan hak lainnya

serupa dan sama dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum adat

hendaknya juga diusahakan agar sesuai dengan kepentingan nasional

dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan perundang-

undangan lainnya yang lebih tinggi.
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E. Asal Usul Penggunaan Tanah

Asal usul penggunaan tanah pada masa sebelum penjajahan, 

masa pemerintahan Belanda, masa kependudukan Jepang, dan masa 

kemerdekaan.Tetap memperhitungkan kepentingan pemerintah penjajah

disamping kepentingan raja dan rakyat jajahan.Namun demikian dasar- 

dasar pelaksanaannya lebih menekankan adanya dasar-dasar hukum 

atas tanah yang digunakan oleh seseorang. Dimana tanah hak milik

merupakan dasar utama dimana para pemilik tanah akan selalu dapat

menggunakan tanahnya sendiri ataupun menyerahkan pada pihak lain 

tanpa gugatan dari pihak siapapun. Walaupun tanah milik digunakan

sendiri oleh pemilik, maka itu tidak berarti secara penuh untuk berlaku

semaunya saja dan hal lain yan perlu diperhatikan diantaranya pelunasan

pajak hasil bumi, tidak mengganggu kepentingan umum bahkan juga tidak

seharusnya mengganggu pihak mana saja, baik secara individual ataupun

secara kelompok.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian 

kegiatan penulisan suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan 

menjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan

masalah. Untuk itu penulis memilih daerah Desa Inalipue,

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.Penulis memilih lokasi

tersebut dengan pertimbangan daerah tersebut adalah daerah 

keberadaan Ex Tana Arajang dan masyarakatnya banyak

mengetahui tentang Ex Tana Arajang.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasisemua masyarakat 

di Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan yang 

menjadi sampel adalah masyarakat yang menguasai Ex Tana 

Arajang. Penentuan Narasumber dilakukan secara purposive

sampling Narasumber yang dipilih yaitu para pemuka masyarakat / 

tokoh masyarakat setempat yang mempunyai referensi tentang Ex

Tana Arajang serta Aparat Pemerintahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data
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1. Wawancara

Cara memperoleh data dengan melakukan wawancara

secara mendalam kepada narasumber yang mengetahui Ex Tana

Arajang dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Quesioner (Terbuka / Tertutup)

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan langsung kepada narasumber.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

langsung dengan wawancara

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari hasil melakukan studi

kepustakaan dengan cara mendapatkan data melalui dokumen

literature-literature, artikel-artikel dalam surat kabar serta

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah Ex Tana

Arajang.

E. Analisis Data

Semua data yang terkumpul dari hasil penelitian baik data

primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif

dan kemudian dideskripsikan.
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BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Penguasaan Hak atas Tana Arajang (Tanah 

Ornamen) Sebelum Berlakunya UUPA Dan Setelah Berlakunya

Uupa.

Tanah sebagai bagian dari permukaan bumi, mempunyai arti 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perjalan 

utamanya mengenai pergeseran kepemilikan tanah mengalami

perubahan berdasarkan konsep nilai-nilai yang diadopsi atau yang

dipahami masyarakat secara turun temurun.Regenerasi nilai-nilai 

yang bersifat turun temurun tersebut merupakan suatu konsensus 

yang dijadikan acuan masyarakat dalam pembentukan norma-norma

yang berlaku.

Sebagaimana telah dituliskan pada pembahasan terdahulu

diketahui bahwa pada zaman pemerintahan kerajaan maka Raja yang

merupakan pusat segala kekuasaan, Apabila Raja menghendaki

sesuatu hal tidak boleh dilanggar namun pada dasarnya Raja

memberikan ruang pendapat pada rakyatnya dalam mengambil

keputusan.

Semasa pemerintahan kerajaan Aji Riu Batara Guttu Arung

Lowa Tanah yang dikuasai oleh pihak kerajaan dinamakan Tana 

Arajang. Raja dapat mengalihkan Tana Arajang kepada keturunannya 

sebab penobatan seorang Raja juga beasal dari keturunannya sendiri,
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jadi tanah kerajaan juga dialihkan kepada Raja pengganti terus

menerus secara turun temurun.

Hal ini kemudian yang menjadikan rakyat bergotong-royong 

membuatkan istana serta memberikan lahan sebagai tanah jabatan

yang berupa sawah untuk sumber penghidupan raja dan 

keluarganya karena pada waktu itu tidak digaji atau diberi

tunjangan.

Pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

pengabdian kepada Raja sebagai pemimpin dan Raja pun

melakukan hal sebaliknya dengan mewujudkan segala bentuk atau

hal yang diinginkan oleh rakyat. Jadi tidak mengherankan apabila

secara adat bentuk kesepakatanakan kelangsungan kekuasaan

Raja-Raja lebih di identikan dengan kepemilikan lahan sebagai

tanah jabatan, tapi perlu digaris bawahi dalam hal ini bahwa tanah 

jabatan bukan bersifat permanen kepemilikan akan tetapi di 

regenerasikan ke Raja-Raja berikutnya.

Jadi hipotesa secara umum dari konteks wawancara diatas,

adalah bagaimana kompensasi masyarakat yang diwujudkan dalam

penyediaan lahan untuk dikelola secara bersama-sama atau

bergotong-royong yang diperuntukan bagi Raja sebagai tanah

jabatan.Hal ini pada dasarnya merupakan bentuk konsekuwensi

dalam pilihan Raja sebagai pemimpin dan sebagai bentuk
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konpensasinya atau ganti ruginya Raja mengaktualisasikan dengan^=^'

menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya.

Relevan dengan hal di atas, Sawedi (Tokoh Masyarakat)

salah satu informan menjelaskan bahwa :

“Setelah Arung Lowa bertemu dan berbicara dengan 
Rakyatnya, setelah itu rakyatnya pergi cari tanah yang cocok 
dijadikan tempat persawahan lalu mereka memilih daerah 
lembah yang ada disebelah barat istana untuk dijadikan 
sebagai tanah jabatan. Tanah yang dipilih sebagai tanah 
jabatan itulah yang dibilang Tana Arajang”(wawancara 13 
Desember 2010)

Tujuan dibuatkannya Tana Arajang untuk jaminan hidup

Raja beserta keluarganya, karena pada waktu itu belum ada gaji 

atau tunjangan bagi Raja yang kemudian dibuat menjadi

sawah/kebun dan hasil pengolahan lahan tersebut dipersembahkan

kapada Raja.

Saat menjelaskan tentang hal yang di atas, Sawedi juga

mengungkapkan bahwa:

“Hasil dari sawah Tanah Arajang semuanya diberikan sama 
Raja dan keluarganya untuk kelangsungan hidupnya karena 
pada waktu itu Raja tidak dikasi gaji untuk dipakai 
hidup’’(wawancara 13 Desember 2010)

Sejalan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, dijelaskan

pula oleh M.Said bahwa :

“Sawah Tana Arajang dikerjakan rakyat secara bergotong- 
royong. Pada saat musim tanam dan pada saat akan di 
panen. Semuanya dikerjakan rakyat secara bersama-sama 
secara sukarela. Semata-mata untuk pengabdian rakyat 
kepada Raja"(wawancara 13 Desember 2010)
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Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat 

pada saat itu sangat mengutamakan atau mementingkan 

kebersamaan dalam bentuk gotong-royong mengerjakan sawah, 

hal ini dapat disimpulkan bahwa pola pemanfaatan lahan yang 

dilakukan masyarakat pada Tana Arajang merupakan suatu wujud

pengabdian masyarakat kepada sang Raja.

Konteks diatas, juga mengisyaratkan tentang pentingnya

nuansa kebersamaan dalam suatu masyarakat sehingga norma-

norma telah lama mereka pegang dapat terus teregenerasi

kegenerasi berikutnya atau dengan kata lain bahwa bentuk

partisipasi masyarakat pada saat itu juga akan sangat menentukan

eksistensi dari kerajaan itu sendiri.

Sejalan dengan hal di atas, Arifin (Masyarakat / Tergugat)

menjelaskan bahwa:

“Tana Arajang itu sebenarnya tanah jabatan yang 
dipersembahkan rakyat untuk Raja yang menjabat atau 
memerintah, Ex Tana Arajang hanya bisa dialihkan sama 
keluarga Raja atau Arung yang nantinya juga jadi Raja atau 
Arung”(wawancara 13 Desember 2010)

Hal di atas, dapat diartikan bahwa keturunan Raja yang tidak

memiliki kekuasaan atau dengan kata lain tidak menjadi Raja atau

Arung tidak dapat menjadi pewaris dari Tana Arajang. Pada

dasarnya Tana Arajang hanya diperuntukan kepada Raja berkuasa 

yang bersumber dari rakyat dan telah dipersembahkan menjadi 

milik kerajaan secara turun-temurun yang dikuasai oleh Raja yang
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berkuasa. Atau dengan kata lain bahwa proses pewarisan Tana

Arajang melekat pada tahta bukan pada orang. Jadikan acuan

untuk pemimpin masa itu, akan tetapi bagaimana regenerasi tanah

itu sendiri terhadap sosok pemimpinnya nanti.

Sejalan dengan hal diatas, Andi TAkko menjelaskan bahwa

“Awalnya Raja Aji Riu Batara Guttu Arung Lowa dia yang 
pertama kali menguasai Tana Arajang kemudian dialihkan 
pada anaknya We Tenri Fada karena We Tenri Fada yang 
menggantikan bapaknya jadi Raja di kerajaan Lowa lalu 
setelah itu turun temurun Tana Arajang dialihkan pada Raja 
penggantinya yang bernama Palette Lowa, itu Palette Lowa 
mengalihkan lagi sama Petta To Sinalewa, ini Petta To 
Sinalewa alihkan juga sama La Tulak yang dijuluki Arung 
Matinroe Ri Fassirinna dia merupakan raja pertama yang 
masuk islam, Arung Matinroe Ri Fassirinna mengalihkan 
juga Tana Arajang sama anaknya La Massakirang, baru 
dialihkan lagi sama La Rumpak, kemudian La Rumpak 
alihkan juga sama La Wewang, baru Tana Arajang alihkan 
lagi sama Raja Lowa berikutnya yang namanya Tenri Lekke 
yang dijuluki Arung Ma’jumbae, baru dialihkan lagi sama La 
Fabeang, kemudian dialihkan lagi sama We Tenri 
Ampareng, baru dialihkan lagi sama anak perempuannya 
We Tenri Angka, Tana Arajang dia alihkan sama anak 
perempuannya karena We Tenri Ampareng tidak memiliki 
anak laki-laki terus Tana Arajang alihkankan lagi We Tenri 
Ampareng sama Anaknya yang bernama La Makkawawu 
Faramma Rukka, baru dialihkan sama raja yang 
menggantinya namanya We Mappanyyiwi, kemudian 
dialihkan lagi sama Lawadeng, La Wadeng alihkan sama La 
Oddang Pero, kemudian Tana Arajang dialihkan lagi sama 
We Bandri Gau, kemudian dialihkankan lagi sama Raja 
terkhir namanya We Mendeng” (Wawancara 14 Desember 
2010)

berdasarkan penjelasan diatas, yang ingin dijelaskan oleh

penulis bagaimana proses pengalihanTana Arajang dilakukan 

secara turun-temurun mulai dari raja pertama sampai raja terakhir. 

Regenerasi kekuasaan yang dilakukan pada saat itu berimbas pula
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pada bentuk pengalihan Tana Arajangitu sendiri karena pada 

dasarnya Tana Arajang merupakan simbol dari eksisnya 

kekuasaan sang raja dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena 

Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang diberikan rakyat

kepada raja mereka sebagai sumber penghidupan raja dan

keluarganya.

Masuknya Belanda di kerajaan Wajo mengakibatkan

perubahan roda pemerintahan dari Raja menjadi

Sullewatang.Belanda pada saat itu memakai hukum tanah barat

yang berdasarkan Individualisme dan Liberalisme.Dan pada saat

itu pemerintah Belanda meminta kepada Sullewatang sebagian dari

Tana Arajang untuk dijadikan jalan.Bentuk pemerintahan kemudian 

mengalami perubahan pada saat kemerdekaan bengasa Indonesia 

dimana Sullewatang berubah menjadi kepala Distrik seiring dengan

dihapuskannya segala bentuk pemerintahan yang berbentuk 

Kerajaan namun fungsi dari Tanah Arajang tidak mengalami 

perubahan,Tanah Arajang dalam hal ini tetap menjadi Tanah 

Jabatan dimana status penguasaannya diberikan kepada kepala 

distrik sebagai sumber penghidupan bagi kepala distrik dan

keluarganya.

Pengelokasian Tanah Arajang sebagai telah dijelaskan 

diatas,diikuti pula dengan pergeseran status kekuasaan kebentuk

distrik yang mana pada dasarnya pergeseran kekuasaan tersebut
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lebih mengarah kepada bentuk recoveri kekuasaan dalam artian 

bahwa hal ini merupakan wujud legitimasi pemerintahan untuk 

menertibkan masyarakat kecamatan Tanasitolo, akan tetapi dalam 

realitas dilapangan berbanding terbalik dengan adanya

pemberontakan yang mengatas namakan syariat atau dengan kata

lain idelogi yang berbasis agama islam.

Ketika terjadi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

termasuk diwilayah Kerajaan Wajo sekitar tahun 1955 seluruh

rakyat yang berada dipelosok-pelosok desa dalam wilayah distrik

Lowa diungsikan kepinggir jalan poros, para pengungsi

ditempatkan disawah-sawah Tanah Arajang untuk membangun

tempat tinggal agar lebih mudah diamankan TNI.Kebijakan ini guna

menimalisir terjadinya pemberontakan di wilayah Distrik Lowa dan

menjadikan Ex Tana Arajang sebagai tempat pengungsian

penduduk dari pinggir-pinggir Distrik Lowa.

Indikator dasar yang menyebabkan perubahan fungsi Ex

Tana Arajang sebagai milik pribadi sebagian penduduk yang

mendiami wilayah Ex Tana Arajang ditandai dengan di

berlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun

1960) oleh pemerintah dengan melebur wilayah Distrik menjadi

satu Kecamatan, kemudian mempengaruhi pola penguasaan

terhadap tanah atau dengan kata lain bahwa dikeluarkannya UUPA
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secara langsung menjadi dasar pada pola penguasaan,

kepemilikan dan penggunaan tanah.i
Sehubungan dengan hal yang diuraikan diatas La Cemmang

(Masyarakat / Ahli Waris Tergugat) menjelaskan bahwa :
■

“Tana Arajang pada waktu itu dikuasai oleh Raja dan 
keluarganya tetapi tidak bisa dimiliki, karena Tana Arajang 
merupakan tanah jabatan setelah pemerintah menyatukan 
Distrik menjadi satu Kecamatan dan dengan adanya aturan 
mengenai tanah maka lokasi Tana Arajang sudah terbagi- 
bagi sebab sebagian ada diberikan kepada keluarga Raja, 
ada juga diberikan kepada masyarakat dan ada juga diambil 
sebagai tanah Negara, serta sebagian dibuat pemerintah 
menjadi Sekolah Dasar, Lapangan Sepak Bola, KUD dan 
Kantor Desa”, (wawancara 17 Desember 2010)

.

;

Hal di atas dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi

sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria 

mempengaruhi bentuk status Tana Arajang sebagai tanah jabatan 

bagi orang-orang yang memimpin daerah Lowa pada saat itu 

menjadi tanah milik pribadi.Hal ini berlaku pula bagi orang-orang 

yang dulunya berstatus sebagai pengungsi dan telah lama 

menempati daerah tersebut.

Hegemoni pemerintah dalam penerapan Undang-Undang 

Pokok Agraria tersebut tidak lain bertujuan untuk menghindarkan 

masyarakat Lajokka/Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo dari 

monopoli Komunitas atau Personality, maka tidak bisa dipungkiri 

bahwa esensi dari UUPA ini adalah untuk menciptakan keteraturan

l

>

sosial dalam masyarakat. Kongkritnya bagaimana penguasaan

terhadap tanah yang bersifat turun-temurun dapat dijadikan hak
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milik dan hak pakai berdasarkan kekuatan dari UUPA yang 

kemudian menyebabkan adanya korelasi yang sangat signifikan 

mengenai eksistensi Tana Arajang itu sendiri dengan keberadaan

UUPA tahun 1960.

Sebagai kristalisasi dari adat dan pola-pola yang ada dalam

masyarakat tentunya bukan tanpa berdasarkan pengalaman akan

tetapi UUPA merupakan suatu bentuk akumulatif dalam setiap lini

masyarakat utamanya menyangkut masalah tanah yang ada.

Sejalan dengan hal yang telah penulis jabarkan diatas

diungkapkan pula oleh Abd. Halim (Masyarakat / Tergugat) yang

menjelaskan bahwa:

“Tanah yang saya tempati sekarang dan mendirikan rumah 
serta sebagian saya jadikan sawah itu merupakan Ex Tana 
Arajang. Menurut cerita dari ayah saya dia diberikan sama 
pemerintah setelah dikeluarkannya Undang-Undang tentang 
agraria”.(Wawancara 18 Desember 2010)

Melihat petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa

pengalokasian Tana Arajang yang terjadi sekarang karena

konstribusi dari pemerintah atas aplikasi dari berlakunya Undang-

Undang Pokok Agraria, eksistensi dari Undang-Undang Pokok 

Agraria ini tidak lebih bertujuan untuk menciptakan pemerataan

keadilan bagi masyarakat.

Hal senada diungkapkan oleh H. Ismail (Masyarakat /

Tergugat) bahwa:

“Tanah yang saya tempati bangun rumah adalah warisan 
dari orang tua saya, tanah ini Ex Tana Arajang.Tanah ini
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diberikan oleh pemerintah sekitar tahun 1961”. (Wawancara 
18 Desember 2010)

Sejalan dengan hal diatas Bandung (Masyarakat / Tergugat)

menambahkan :

“Saya mulai tinggal di Ex Tana Arajang ini sejak adanya 
pemberontakan DI / Tll sampai sekarang.Dulu tidak 
sembarang orang yang bisa masuk disini tanpa ada izin dari 
Raja tetapi adanya pemberontakan DI / Tll kami disuruh 
berkumpul di Ex Tana Arajang oleh Tentara.Tanah yang 
saya tempati sekarang ini diberikan oleh pemerintah untuk 
pengalokasian Undang-Undang yang dibuat oleh 
pemerintah”. (Wawancara 18 Desember 2010)

Suatu hal yang tersirat bahwa perubahan bentuk

kepemilikan Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang

diperuntukkan bagi Raja dan keluarganya yang dapat dialihkan

secara turun temurun. Namun dalam perjalananya kemudian

mengalami proses perubahan kepemilikan atau dengan kata lain

bahwa Ex Tana Arajang yang dulunya merupakan tanah jabatan

yang sekarang dapat menjadi hak miilik oleh sebagian penduduk

dan keluarga Raja.

Telah teruraikan sebelumnya bahwa dalam penerapan ini

bukan tidak mengalami hambatan akan tetapi nilai kesadaran yang

tinggi dan luhur masyarakat setempat sehingga dengan konsep 

yang matang mampu merelokasikan dengan nuansa yang adil dan 

merata serta proporsional. Namun terkadang dalam

pengaplikasiannya ada ketimpangan terhadap penguasaan tanah 

dalam mayarakat termasuk pada masyarakat Desa Inalipue
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Lajokka Kecamatan Tanasitolo yang sebenarnya telah disadari oleh

para pendiri Negara kita.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidak

adilan dalam hubungan agraris.Misalnya dikeluarkannya Undang-

Undang Pejanjian Bagi Hasil (UUPBH 1960).Upaya ini untuk

mengubah struktur agrarian warisan feodal dan kolonial yang

sangat timpang dan tidak adil adalah munculnya gagasan untuk

mempunyai Undang-Undang Agraris yang melindungi kepentingan

rakyat Indonesia, yang kemudian menjelma dalam UUPA 1960.

Dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada

tanggal 24 September 1960 maka secara feodal dualisme hukum

tanah di Indonesia telah berakhir. Yang dimaksudkan dalam hal ini

mengenai dualisme hukum adat adalah masih kaburnya eksistensi

antara posisi hukum adat dan hukum peninggalan kolonial itu

sendiri, walaupun secara faktual hukum peninggalan kolonial ini

dirubah secara keseluruhan akan tetapi disinkronkan dengan

konsep keadilan yang merata.

Berbicara mengenai item yang mendasar konsekwensi atas

diberlakukannya UUPA, kemudian diantaranya dikeluarkannya

PERPU No. 56/1960 (Kemudian dikenal dengan UU Landreform).

Yang menetapkan pembatasan maksimal dan minimal penguasaan 

tanah pertanian menurut tingkat kepadatan penduduk dan

Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang pendaftaran tanah, tak
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terkecuali keberadaan Ex Tana Arajang itu sendiri dalam kaca mata 

hukum yang berlaku. Hal ini dapat diartikan bahwa mengenai batas 

maksimal disini adalah bagaimana batas luas tanah yang boleh

dikuasai oleh suatu keluarga, baik hak milik maupun dengan hak

lain.kemudian untuk melaksanakan Undang-Undang Landreform

tersebut pemerintah menetapkan PP No. 21/1961 untuk

mengetahui tanah surplus yang ada disuatu daerah. Pertimbangan

ini dilatarbelakangi dikeluarkannya peraturan ini adalah kenyataan

mengenai timpangnya penguasaan tanah. Dengan melihat hal yang

telah terurai diatas maka untuk mencegah atau menghindari

adanya pemonopolian kepemilikan akan tanah oleh individu dan

komunitas tertentu sehingga dikeluarkannya aturan pemerintah

mengenai PP No. 21/1961.

Esensi utama dari hal yang telah teruraikan diatas adalah

bagaimana tujuan Landreform yang dilaksanakan di Desa Inalipue

Lajokka Kecamatan Tanasitolo, adalah untuk mempertinggi hasil
A

penghasilan dan taraf hidup para masyrakatnya, sebagai landasan 

atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi

:

i
menuju masyarakat yang adil dan makmur

Pengembangan atau aplikasi dari berlakunya peraturan yang

berbasis aturan-aturan dari landreform yang dilaksanakan di Desa

Inalipue Lajokka Kecamatan Tanasitolo pada hakikatnya dapat kita

jabarkan sebagai berikut:
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a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian melampaui

batas;

b. Larangan pemilikan tanah secara absentee;

c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas 

maksimum, tanah-tanah yang terkena absentee, tanah

bekas swapraja dan tanah Negara lainnya;

d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-

tanah pertanian yang digadaikan;

e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil pertanian;

f. Petenapan batas minimum pemilikan tanah pertanian,

disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan

yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah

pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Landreform di Desa

Inalipue Lajokka Kecamatan Tanasitolo maka dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Landreform yang mengatur tentang

tiga hal, yaitu:

a. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan

tanah pertanian.

b. Penetapan luas minimum kepemilikan tanah pertanian

dan larangan untuk melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu
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menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal

pengembalian, dan

c. Penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Pengaplikasian dari Landreform dan Konversi di Desa

Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten wajo sebagai Berikut:

• Pada Tahun 1964 Kepala Inspeksi Agraria Propinsi

Sulawesi Selatan dan Tenggara atas nama Menteri

Pertanian menditribusikan tanah sawah Arajang Lompo

Salo kepada petani sebagai hak Milik : La Dawi 51 are,

Hasan mendapat 30 are dan Remmang mendapat 30 are

• Pada tahun 1967 Bupati Wajo memerintahkan Kepala

Desa membangun Kantor Desa dan Andi Biola selaku

Kepala Perwakilan Camat di Lajokka memerintahkan

kepada Kepala Desa La tenri Musu dan Watang Lowa

mencari tanah untuk ditukar tanah sawah di Lompo Salo.

Tanah Darul Aksad tanah warisan dari Beddu

Massaianra (mantan Kepala Kampung Watang Lowa)

ditukar dengan sawah arajang yang ditempati Kantor 

Desa Sabbang Lowa yang sekarang Kantor desa 

Inalipue. Tanah milik Compang deng Mattawang ditukar 

dengan tanah arajang yang ditempati kantor Desa La 

Tenri Musu dan SDN No. 31 Inalipue.
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Angka maksimum yang ditetapkan oleh UU No. 56 dan 

ditegaskan oleh Menteri Agraria itu mengenai sawah atau tanah 

kering. Angka maksimum luas sawah dijumlahkan dengan luas 

tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah 

ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak dapat dan 20% di 

daerah-daerah yang padat, dengan ketentuan bahwa tanah 

pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20

.

■ ■

Hektar.

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan dari informan

responden dan narasumber diatas, maka penulis menarik

kesimpulan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok

Agraria Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang dikuasai

oleh Raja dan dikerjakan oleh masyarakat untuk penghidupan raja

dan keturunannya, dalam artian Ex Tana Arajang tidak bisa dimiliki

oleh raja setelah pemerintahannya, disebabkan karena terjadinya 

pemberontakan DI / Tll pada saat itu, yang kemudian membuat 

pemerintah mengambil keputusan unutk menjadikan Ex Tana 

Arajang sebagai tempat pengungsian disinilah awal mula 

berubahnya fungsi Ex Tana Arajang. Tetapi setelah lahirnya 

Undang-Undang Pokok Agraria, dimana UUPA tersebut memuat 

tentang hak-hak penguasaan tanah, kepemilikan tanah. Olehnya itu 

berlakunya UUPA ini merubah penguasaan tanah pada Ex Tana 

Arajang yang dulunya dikuasai oleh Raja dan sekarang Ex Tana

47



Arajang menjadi penguasaan oleh pemerintah (Tanah Negara) 

sehingga Raja serta penduduk yang mendiami wilayah Ex Tana 

Arajang sebagian mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah.

B. Pendapat masyarakat dan pemerintah tentang status Ex Tana

Arajang?

Salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian kita

bersama sampai saat ini adalah masalah penilaian kedudukan Girik,

Letter C, grant sultan atau apapun namanya yang bersumber dari

tanah adat, setelah lahirnya UUPA. Di kalangan masyarakat pada

umumnyatermasuk kalangan Pemerintah seperti instansi perpajakan,

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Badan Pertanahan

Nasional memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan

hukum Girik. Perbedaan pandangan ini pada akhirnya memunculkan

berbagai masalah hukum mengenai Girik yang penyelesaiannya pun 

menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.Banyak pertanyaan 

yang timbul mengenai keberadaan suatu Girik, Letter C, grant sultan 

atau yang sejenisnya.

Menurut pendapat Cillo, Kepala Kampung Bacu-Bacue

mengungkapkan bahwa:

“Ex Tana Arajang adalah tanah jabatan yang dikelola oleh 
masyarakat kerajaan untuk memenuhi kehidupannya dan 
keluarga Raja, yang dikerjakan oleh masyarakat secara 
gotong royong dengan sukarela sebagai bentuk pengabdian 
kepada Rajanya” (Ouisioner)
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Lebih lanjut Cillo menambahkan, Ex Tana Arajang ini sejak

terbentuknya Kerajaan Lowa dikuasai oleh Raja sebagai 

penghidupannya dan keluarganya, setelah Raja diganti dengan Raja 

yang baru maka penguasaan dari Ex Tana Arajang beralih kepada 

Raja yang baru pula. Oleh karena itu siapa yang menjadi Raja,

Sullewatang sampai pada perubahan Kepala Distrik dia yang

menguasai hasilnya, akan tetapi tidak menguasai untuk terus

menerus.

Sejalan dengan hal diatas Mahmud, Mantan Kepala

Kampung Bacu-Bacue meanmbahkan bahwa :

“Berhubung adanya gangguan keamanan DI/TII pada tahun 
1955 pemerintah menginstruksikan semua penduduk Lowa 
harus berkumpul / mengungsi di Lajokka, dan kami disuruh 
mendirikan rumah di Ex Tana Arajang yang ditempati 
sampai sekarang” (Wawancara 15 Desember 2010)

Hal ini pulalah awal berubahnya fungsi dan penguasaan Ex

Tana Arajang dari tanah jabatan menjadi milik pribadi orang-orang

yang dulunya sebagai pengungsi yang menempati atau bermukim

dalam wilayah atau daerah Ex Tana Arajang.

Adapun penjelasan dari Abd. Jalil menambahkan bahwa :

“Tanah yang saya tempati sekarang ini adalah tanah bekas 
Ex Tana Arajang, yang dulunya ayah saya jadi pengungsi 
waktu terjadi pemberontakan DI/TII setelah pemerintah 
memberikan pengalokasiaan Undang-Undang Pokok Agraria 
melalui Menteri Agraria kepada ayah saya, dan sekarang ini 
tanah ini sudah memiliki sertifikat Hak Milik”, (wawancara 17 
Desember 2010)
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Adapun pendapat dari Basriselaku Kepala Seksi 

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan 

Nasional Kabupaten Wajo menyatakan bahwa :

“Tanah Arajang memang merupakan bentuk pengabdian

dari rakyat dengan membuka lahan untuk persembahan

kepada raja sebagai sumber penghidupan raja sewaktu

pemerintahan raja, akan tetapi setelah perubahan

pemerintahan berubah menjadi distrik Ex Tana Arajang ini

berubah menjadi Lompo Arajang dan bukan lagi menjadi

penguasaan raja.”

Selanjutnya Basri menambahkan dalam wawancaranya

kepada penulis Andi Biola selaku Kepala distrik mengajukan

permohonan kepada Dinas Perpajakan di Watampone untuk 

dikeluarkan Persil, sehingga Lompo Arajang ini atas nama Andi Biola

Bin Andi Oddang dengan kohir No. 464 Cl.

Pada pencatatan kelasiran tahun 1942 tercatat sebagai 

subyek PBB pertama adalah Biola Andi Oddang No. 464 Cl.Akan 

tetapi persil No. 34 Sll luas 2,22 Ha tidak pernah mengalami 

perubahan. Persil No. 32 s.d DI luas 6,19 Ha terjadi mutasi sebagai

berikut:

• Tanggal 16 Maret 1980 terpecah antara lain luas 4,19 Ha 

tetap atas nama Biola Andi No. 464 Cl. Luas 2,00 Ha
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Jadi GG (GRANT GOVERMENT). Pada persil No. 32 DI

luas 4,19 Ha terpecah lagi antara lain :

Pada tanggal 11 Januari 1982 :

• Luas 0,15 Ha pemberian ke Tayang No. 669 Cl

• Luas 0,10 Ha pemberian ke M. Kasim No. 670 Cl

• Luas 0,20 Ha pemberian ke Wate b No. 671 Cl

• Luas 0,10 Ha pemberian ke Juanda b N0 672 Cl

Sisa luas 3,64 Ha dari persil No. 464 Cl tetap atas nama

Biola A. Oddang. Persil No. 32 / S II yang berobah status

menjadi Persil No. 32 / D I Kohir No. 464 Cl tetap atas

nama Biola A. Oddang.

Pada Tanggal 10 Maret 1985 persil No. 32 / D I Kohir

No. 464 Cl luas 3,64 Ha terpecah / terjadi lagi mutasi

kepada :

• Luas 0,10 Ha Kepada M. Amin No. 698 Cl

keterangan pemberian

• Luas 0,06 Ha Kepada Rinnyong No. 697 Cl

keterangan pemberian

• Luas 0,04 Ha Kepada N.N No. 684 Cl Keterangan

pemberian
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Acara pelaksanaan konversi itu diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962,yang kemudian 

ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.

26/DDA/1970. Perlu kita ingat bahwa selama tidak terjadi perubahan

pada hak, maka pemegang hak tidak diwajibkan mendaftarkan atau

membukukan haknya itu dan meminta sertifikatnya. Kewajiban

pembukuan baru ada jika terjadi perubahan. Haknya beralih atau

dibebani hak lain atau diadakan pemisahan atau penggabungan tanah

yang bersangkutan.

Sebelum haknya dibukukan maka perlu diketahui dan

ditegaskan dulu konversi daripada haknya, yaitu untuk memperoleh 

kepastian hak pakah yang dibukukan.Penegasan hak konversi 

daripada hak tersebut disertai syarat-syarat yang bersangkutan 

dengan status yang dimiliki dan sifat penggunaan tanah pada tanggal 

24 September 1960. Dalam pada itu penegasan konversi baru dapat 

diselenggarakan setelah ada kepastian tentang hak apa yang 

dikonversi. Oleh karena itu mengenai hak yang belum ada atau tidak 

ada lagi tanda bukti penegasan konversi perlu diketahui dengan suatu 

penegasan menganai macam haknya sebelum tanggal 24 September

1960.

Jelas bahwa untuk pembukuan bekas hak Indonesia, 

diperlukan lebih dahulu pertama-tama penegasan tentang macam 

haknya dan kemudian penegasan tentang konversinya.Jika menganai

52



hal-hal itu sudah diperoleh ketegasan barulah diselenggarakan 

pembukuannya. Secara singkat acaranya adalah sebagai berikut:

a. Mengenai hak yang sudah ada buktinya yang memenuhi

syarat, penegasan konversinya dan pendaftarannya /

pembukuannya sekaligus diselenggarakan oleh BPN

ysng bersangkutan. Apa yang disebutkan tanda bukti

didalam pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri itu. Pasal 2

menunjukkan bukti hak yang disebutkan dalam pasal 15

PP No. tahun 1961. Pasal 3 menunjuk pada tanda bukti

yang berupa surat pajak bumi atau verponding Indonesia

(Petuk Pajak). Dan surat pemberian hak dari instansi

yang berwenang. Mengenai hak dengan tanda bukti yang

berupa petuk pajak, pembukuan haknya dilakukan

setelah diadakan pengumuman di desa yang

beersangkutan dan Kantor Kecamatan selama 2 bulan

berturut-turut menurut ketentuan pasal 18;

b. Mengenai hak yang tidak ada lagi tanda bukti haknya, 

pembukuan memerlukan lebih dahulu adanya surat 

keputusan dari kepala Inspeksi Agraria, sekarang 

Direktoran Agraria Provinsi yang memuat penegasan 

mengenai macam haknya dan konversinya. Surat 

Keputusan dari Agraria itu, yang disebut surat keputusan 

“pengakuan hak” dikeluarkan setelah pengumuman
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mengenai hasilnya selama 2 bulan berturut-turut untuk

memenuhi ketentuan pasal 18.

Adapun penjelasan dari H. Muhammad Senong (Masyarakat 

/ tergugat) mengatakan bahwa :

“Andi Biola diangkat menjadi Kepala Distrik pada tahun 1956 
sampai tahun 1962 selama itu menguasai Ex Tana Arajang, 
demi lancarnya penagihan pajak hasil bumi pada tahun 1961 
petugas pajak hasil bumi bekerja sama Kepala Kampung 
Bacu-bacu nama Arajang dirubah menjadi atas nama Andi 
Biola selaku wajib pajak”. (Wawancara 18 Desember 2010)

Begitu pula penjelasan yang diberikan oleh Muh. Arsyad

Tahir selaku Kepala Desa Inalipue sebagai berikut:

“Tana Arajang adalah tanah kerajaan yang dipersembahkan 
rakyat bagi pemimpinnya, karena dulu belum ada gaji bagi 
para Raja ataupun Sullewatang pada saat itu, sehingga Ex 
Tana Arajang sebagai sumber pencaharian bagi raja dan 
keluarganya”.

Lebih lanjut Muh. Arsyad menambahkan sebagai berikut:

“Pada mulanya Andi Biola tinggal di Lajokka dan diangkat 
sebagai Sullewatang melalui pemeilihan 8 kepala kampung 
pada tahun 1956 sampai tahuni962 dan sesudahnya itu 
Distrik Lowa dan Distrik Tancung disatukan menjadi satu 
Kecamatan yaitu Kecamatan Tanasitolo. Camat pertama 
pada saat itu adalah Andi Achmad dan Andi Biola sebagai 
Kepala Perwakilan di Lajokka.

Lebih lanjut Kepala Desa Inalipue Muh. Arsyad Tahir 

menjelaskan Ex Tana Arajang adalah siapa yang menjadi pejabat 

atau Sullewatang pada saat itu dia yang mengambil hasilnya dan 

dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, jadi Ex Tana 

Arajang itu hanya diambil hasilnya Sullewatang selama menjabat

;
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jabatannya. Dan mengenai tanahnya adalah milik Negara setelah 

berlakunya UUPA tahun 1960.

Ex Tana Arajang terdaftar atas nama Andi Biola sebagai 

wajib pajak karena Lompo Arajang bukan merupakan obyek hukum 

sehingga dengan persetujuan masyarakat dan kepala kampung nama 

wajib pajak pada saat itu adalah Andi Biola karena pada waktu itu 

masih andi Biolayang masih menjadi Kepala Distrik, hal ini bukan

merupakan hak kepemilikan melainkan wajib pajak dan dalam buku

rincik lompo arajang tidak ada gambar (Gambar rincik kosong).

Adapun pendapat dari penulis yakni Sebelum lahirnya

UUPA, pemahaman umum terhadap Girik merupakan tanda bukti Hak

atas tanah tetapi setelah lahirnya UUPA dan Peraturan No.10 Tahun

1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya Sertipikat Hak atas

Tanah yang diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Dengan 

demikian Girik tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, 

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan 

atas tanah. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam UU No.12 Tahun 

1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 

tentang Pajak Bumi dan bangunan yang menyebutkan bahwa yang 

dikenal sebagai Girik adalah DKOP/KP.PBB yang hanya merupakan 

surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan 

bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
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Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat pada umumnya 

termasuk kalangan pemerintahan masih belum dapat melaksanakan

ketentuan UUPA secara konsekuen dan konsisten, karena masih

menganggap Girik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan

kata lain masyarakat yang memiliki Girik menganggap dirinya telah

memiliki surat-surat tanah.

Masih berkembangnya anggapan bahwa girik memiliki

kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah setelah

lahirnya UUPA disebabkan karena beberapa faktor dibawah ini:

1) Masyarakat pemegang hak tanah hanyaatas

memilikibukti Girik karena tanahnya belum didaftarkan ke

KantorPertanahansetempat.Hal ini juga berkaitan dengan

lemahnya sosialisasi pentingnya Pendaftaran Tanah di

kalanganMasyarakat.

2) Masih seringnya terjadi sengketa tanah yang disebabkan

terbitnya Sertipikat palsu dapat menyebabkan

rendahnyakepercayaan masyarakat pemegang hak atas tanah

terhadap lembaga hukum Sertipikat Hak atas Tanah.

3) Pelaksanaan ketentuan UUPA yang tidak konsekuen dan 

konsisten di kalangan masyarakat termasuk

kalanganPemerintahan sehingga secara sadar ataupun tidak 

girik masih diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
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Secara yuridis formal girik sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai 

alat bukti kepemilikan hak atas tanah, setelah lahirnya UUPA. 

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam SE. Ditjen Pajak No.SE- 

15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah 

Agung No.34/K/Sip/1960 tanggal 19 Pebruari 1960 turut menegaskan 

eksisitensi girik, petuk yang bukan merupakan tanda bukti kepemilikan 

hak atas tanah.Untuk memberikan tanda bukti hak (Sertipikat) 

sebagaimana dimaksud UUPA maka Pemerintah setiap tahunnya 

melaksanakan Pendaftaran Tanah melalui PRONA, dalam rangka 

menjaring para pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, akan

tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Tanah Ex Tana Arajang

sejak berlakunya UUPA 1960 penguasaan tanah ini dikuasai oleh

Negara yang dikelola oleh pemerintah.Adapun sebagian tanah Ex

Tana Arajang yang didistribusikan kemasyarakat sebagai program

konversi dan landreform yang dilakukan pemerintahsebagai bentuk

pengaplikasian UUPA.

C. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan status

kepemilikan Ex Tana Arajang?

PERKARA PERDATA

PUTUSAN No. 010/PDT.G/2005/PN. SKG

Antara Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana melawan Andi

Takko dkk (101 Tergugat)
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Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 

Juni 2005 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 1 Juni 2005 di daftar 

dibawah Nomor 10/PDT.G/2005/PN. SKG telah mengajukan gugatan 

kepada para tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Adapun obyek yang menjadi sebgketa adalah sebagai

14

berikut:

Tanah perumahan yang terletak di Dusun Bacu-bacu, Desa 

Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dikenal lompo

Arajang Persil No. 32 D.l. luas seleruhnya kuarang lebih 6,19 Ha.

Akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 6,10 Ha. Yang

kini dikuasai oleh para tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah utara : berbatasan dengan sungai, tanah La 

Raseng, Mantawero, sawedi, H. Senong, Kile M, Jafar

dan Tanah Penggugat.

• Sebelah Timur: Berbatasan dengan Tanah La Raseng,

Tanah La Dawi, Tanah Mantawero dan Sungai.

• Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai dan

Tanah Penggugat.

• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dan

Tanah Penggugat.
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Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Andi Biola meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 

1990 di Surabaya. Namun dimasa hidupnya telah kawin 

2 kali dan dalam perkawinannya yang pertama 

melahirkan 2 orang anak yaitu Andi Aminuddin dan Andi 

Ridwan. Dan dalam perkawinannya dengan istri 

keduanya melahirkan pula 2 orang anak yang bernama 

Andi Nirwana dan Andi Syamsu Alam (Penggugat).

2. Andi Biola disamping meninggalkan 4 orang anak 

sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta 

kekayaan yaitu tanah dan sawah obyeksengketa . yang 

pada mulanya adalah tanah Negara (Tanah Omament) 

yang lebih dikenal dengan Ex Tana Arajang, akan tetapi 

pada tahun 1961 Andi Biola memohon kepada 

Pemerintah agar diberikan kepaddanya. Dan atas 

permohonan tersebut Pemerintah mengabulkannya dan 

karenanya sejak tahun 1961 terdaftar dalam buku rinci di 

kantor PBB, Kabupaten Bone atas nama Andi Biola, dan 

mulai sejak itu Andi Biola mebayar PBBnya dan 

menguasainya hingga dia meninggal dunia.

3. Bahwa, pada tahun 1979 Andi Biola sudah sakit- 

sakitandan kebanyakan tinggal di Surabaya. Maka sejak 

itu pula secara bertahap hingga sekarang initanah
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sengketa diduduki oleh para Tergugat dengan cara 

mendirikan rumah diatas tanah sengketa dengan alasan 

suruhan tergugat XCVII (Bupati Wajo) dan Tergugat 

XCVII mendirikan Sekolah Dasar Negeri 32 Lajokka, 

Kantor Desa Inalipue, Lapangan Sepak Bola, serta jalan 

Desa, dan Tergugat XCVIII (proyek Irigasi Bila) membuat 

saluran Air persawahan.

4. Bahwa, Andai kata keberadaan Tergugat I sampai 

dengan LXXVII, Tergugat LXXXIII s.d Tergugat XCVII 

menyewa tanah sengketa sebesar Rp. 1.000.000 per 

tahun dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka

Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh hasil sewa

tanah sengketa.

5. Bahwa, oleh karena seleruh obyek sengketa adalah hak

milik alm. A. Biola, sedangkan Penggugat adalah pemilik

pelanjut atas seluruh obyek sengketa, karenanya adalah 

beralasan hukum manakala penggugat memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang

agar:

a) Segala surat-surat yang ada hubungannya 

dengan obyek sengketa yang dimiliki para 

Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum apapun.
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b) Para tergugat secara tanggung renteng dibebani 

kewajiban untuk membayar dwangson (uang 

paksa) sebesar Rp. 200.000,- per hari kepada 

Penggugat dalam setiap hari Para Tergugst Lalai

memenuhi Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap terhitung sejak 

Peneguran Ketua PN Sengkang sehingga 

penyerahan seluruh tanah sengketa tersebut 

kepada penggugat dan turut tergugat.

6. Penggugat telah berapa kali menghubungi para Tergugat 

secara langsung maupun dengan perantara orang lain 

atau pemerintah setempat dengan maksud agar para 

Tergugat mengembalikan tanah sengketa secara baik- 

baik kepada Penggugat, akan tetapi para Tergugat tetap 

menolak dengan berbagai alasan.

7. Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini, 

Para tergugat memindah tangankan sebagian atau 

keseluruhannya obyek sengketa kepada pihak lain,

sehingga P{enggugat memohon kepada Majelis Hakim 

meletakkan sita jaminan atas seluruh obyeksegera

sengketa.

Karena obyek sengketa benar-benar milik alm. A. Biola 

diwarisi oleh Penggugat berdasarkan
8.

harusyang
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buktiyang sah menurut hukum, oleh karenanya patut jika 

utusan perkara ini dinyatakan segera dijalankan (di 

eksekusi) terlebih dahulu, meskipun para Tergugat 

menyatakan Perzet, banding, kasasi, ataupun PK.

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut 

diatas, maka Penggugat memohon kepada bapak Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Sengkang berkenan 

menjatuhkan putusannya dalam perkara ini sebagai 

berikut:

a) Mengabulkan seluruh gugatan penggugat

b) Menyatakan bahwa sita jaminan atas seluruh

objek sengketa adalah sah, kuat, dan berharga

menurut hukum

c) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah 

sengketa yang terletak didusun bacu-bacu Desa 

Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo 

yang terkenal dengan Lompo Arajang, Persil 

Nomor 32 D.l. luas 6,10 Ha yang dikuasai oleh

tergugat

d) Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat 

adalah ahli waris Alm.Andi Biola yang telah 

meninggal pada tahun 1990 dan karenanya
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Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh 

tanah sengketa tersebut

e) Menghukum para tergugat atau kepada siapa saja 

yang mengaku berhak atas sebagian atau seluruh 

tanah sengketa untuk mengosongkan dan 

selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat 

tanpa syarat hukum

f) Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan 

tanah sengketa oleh tergugat adalah penguasaan 

yang melawan hukum dan karenanya penguasaan 

tersebut tidak sah

g) Menghukum kepada tergugat untuk membayar 

ganti rugi berupa sewa tanah kepada tergugat 

masing-masing tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 

per tahun terhitung sejak para tergugat tersebut 

menduduki atau menguasai tanah sengketa 

hingga para tergugat tersebut menyerahkan 

kepada penggugat

h) Menghukum pula para tergugat secara tanggung 

renteng untuk membayar uang paksa kepada 

penggugat sebesar Rp.200.000,00 per hari setiap

tergugat lalai melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhitung

para
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sejak adanya peneguran ketua pengadilan negeri 

sengkang hingga penyerahan seluruh tanaha 

sengketa kepada penggugat

i) Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini 

dapat dijalankan (eksekusi) sekalipun para 

tergugat menyatakan perzet, banding, atau PK

j) Menghukum para tergugat untuk membayar 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

k) Atau jika majelis hakim berkehendak lain maka 

penggugat memohon putusan seadil-adilnya 

menurut hukum

DALAM EKSEPSI TERGUGAT:

Bahwa yang pertama-tama yang dikemukakan oleh para 

tergugat melalui kuasa hukumnya, menyatakan secara tegas 

menyangkali dan menolakseluruh dalil dan dalih yang dipancangkan 

para penggugat yang melalui surat gugatannya, karena dalil dan dalih 

para penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali.

Bahwa setelah para tergugat mempelajari surat gugatan 

para penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya yang didaftar

pengadilan negeri sengkang 

NO.10/PDT.G/2005/PN.SKG. Nampak dan jelas sama sekali

kepaniteraandi

dan kekeliruan surat gugatan para penggugat tidak 

hukum acara dan praktek peradilan (syarat-

kesalahan

bersesuaian dengan
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syarat formal) sebagaimana dikemukakan 

tergugat sebagai berikut :

1. Didalam

melalui eksepsi para

surat gugatan para Penggugat telah 

mengajukan gugatan melalui tergugat I sampai Tergugat 

XCVI11 (Subyek Hukum) diantaranya sebagian telah

meninggal dunia.

2. Didalam surat gugatan para Penggugat telah 

mengajukan gugatan melalui tergugat I sampai Tergugat 

XCVIII sebagian bukan merupakan subyek hukum seperti 

Lompo Laula (Tergugat XCI), ini merupakan gelar lompo

tanah yang berada didekat obyek sengketa.

Bahwa menurut syarat-syarat formal (Hukum acara perdata 

dan praktek peradilan) bagi orang-orang yang sudah lama meninggal 

dunia, yang ditarik sebagai pihak (Subyek Hukum) adalah ahli 

warisnya yang dilibatkan sebagai pihak-pihak langsung dalam surat 

gugatan dengan identitas lengkap dan sempurna.

Tidak lagi melalui/perubahan gugatan mengenai Subyek 

Hukum Para Ahli Waris yang telah lama meninggal dunia, hal tesebut 

telah bertentangan hukum acara perdata dan praktek peradilan serta 

surat kuasa penerimaan kuasa dengan para pemberi kuasa. Dan

perbaikan/perubahan gugatan ke II dari para Penggugat tertanggal 2 

Agustus 2005, sudah jelas akan mempengaruhi kepentingan tergugat- 

karena dengan perubahan itu tergugat-tergugat akantergugat,
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mungkin mempersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan 

akan dihambat sehingga merugikan pihak tergugat-tergugat.

3. Bahwa dalam suraat gugatan para Penggugat telah 

mendalilkan batas-batas tanah obyek sengketa :

• Sebelah Utara : Sungai, Tanah La Reseng, Tanah 

Mantawero, Tanah Sawedi, Tanah H. Senong, 

Kile, M. Jafar, dan Tanah Penggugat.

• Sebelah Timur : Tanah La Raseng, Tanah La 

Dawi, Tanah Mantawero dan Sungai.

• Sebelah Selatan : Tanah Penggugat dan Sungai

• Sebelah Barat Jalan Raya dan Tanah

Penggugat.

Sedangkan batas-batas Ex Tana Arajang alias tanah 

omament (Bengko) berdasarkan kenyataannya 

dilapangan dan sesuai dengan buku tanah rinci di Kantor 

Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo 

dengan batas-bats sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Batas Lompo Laula tanah milik 

yang dikusai Tergugat Tahere, La Cemmang, 

Buhari, Ambo Intang, Supu, Tahang, Inangga, 

Kodda, Sawedi, Pabrik H. Senong, Kile, H. Jafar. 

Lompo Sekkong Tanah Milik dikuasai : H. Sakka, 

Alm. Bole, Alm. Hadi. Lompo Ballado tanah
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milik/dikuasai : La Ona dan Andi Takko. Tanah 

G.G yang dikuasai oleh : Andi Ridwan, Sungai 

Lajokka.

• Sebelah Timur: sungai Kecil, Lompo Sepe

• Sebelah Selatan : Sungai Lamulagora

• Sebelah Barat: Jalan Raya

4. Sedangkan tanah obyek sengketa masih ada pihak-pihak 

ikut menguasai /memiliki tanah ornament tanah arajang 

(Bengko) yang tidak di libatkan ditarik sebagai pihk dalam 

perkara ini adalah sebagai berikut:

• Katte Melle

• Mapa Laifu

• Dimen Pindi

• La Monri

• Ummareng

• Beddu/Macca

• Agraria Propinsi SUL-SEL (Kanwil BPN) Propinsi

SUL-SEL

• Kepala Desa Mannagae

• Kantor BPN Kabupaten Wajo

• Kepala Sekolah SDN No.31 Inalipue

Setifikat Hak Milik yang dimiliki Kube tergugat XXVIII dan 

sertifikat Hak Milik Darul Aksad Tergugst LXXX dan
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Sertifikat Hak Milik Maelo Tergugat XCIV. Sehingga oleh 

karena itu para Penggugat harus menarik / nelibatkan 

BPN Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini 

namun kenyataannya tidak dilibatkan maka surat 

gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat 

diterima.

Bahwa kesalahan Formal surat gugatan para Penggugat, 

yaitu tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukumnya yang 

menguasai tanah obtyek sengketa yang tidak digugat, maka instansi 

pemerintah yang menerbitkan alas atas hak diatas tanah obyek 

sengketa yang tidak digugat, maupun penentuan luas dan batas- 

batas yang tidak jelas dan pasti, maka berdasarkan hal-hal tersebut 

diatas yang dihubungkan dengan ketentuan hukum acaara 

sebagaimana yang diatur dengan yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 8 - 6 - 1976 No. 1424 

K/SIP/1975 dan putusannya tanggal 9 - 7 - 1973 No. 81 K /SIP/1971 

yang fatwa hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“......Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan

Pengadilan Tinggi dan Pengaddilan Negeri, bahwa gugatan 

penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat 

kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada 

pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat
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atau tidak dilibatkan dalam perkara ini". (Bunyi Putusan 

tanggal 8 - 6 - 1976 No. 1424 K/SIP/1975)

...... Karena setelah diaddakannya pemeriksaan setempat

oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung 

tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas- 

batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat 

gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. 

(Bunyi Putusan tanggal 9-7-1973 No. 81 K /SIP/1971) 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan ini Para 

Tergugat yang melalui kuasa hukumnya memohon dihadapan Bapak 

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 

kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

• Mengabulkan eksepsi para tergugat dengan 

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat

diterima.

• Menghukum para Penggugat membayar segala 

biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatannya, maka Majelis 

Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat, terlebih 

dahulu akan dipertimbangkan, apakah gugatan para Penggugat telah 

unsur-unsur atau syarat-syarat sebagaimana yangmemenuhi

dikehendaki oleh hukum acara perdata (Undang-Undang).
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Setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan 

gugatan para Penggugat yang antara Lain dikatakan bahwa tanah

perumahan yang terletak di Dusun Bacu-bacue Desa Inalipue 

Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang dikenal dengan Lompo 

Arajang (Ex Ex Tana Arajang) yang dikuasai oleh Tergugat I sampai 

dengan XCIII. Para tergugat dalam jawabannya antara lain dikatakan 

didalam surat gugatan mulai dari tergugat I sampai XCVIII diantaranya 

sebagian telah meninggal dunia, Tergugat XCI bukan nama orang 

melainkan gelar Lompo.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat 

maupun saksi Tergugat membenarkan kalau ada yang telah 

meninggal dunia akan tetapi apa yang diterangkan oleh saksi tersebut 

tidak dibantah oleh Penggugat, dihubungkan lagi dengan risalah 

panggilan 1 - 7 - 2005 dan 2 - 7 - 2005, surat keterangan kematian 

yang dibuat oleh kepala desa Inalipue yaitu Drs. Syamsu Bachri 

diketahui oleh camat Tanasitolo yaitu DRs. H. Andi Suriadi B, M.H. 

ternyata memang betul sebanyak 24 orang yang digugat telah 

meninggal dunia.

Menggugat orang yang sudah meninggal dunia sangat jelas

menyimpang dari syarat formal dengan mengajukan gugatan yang 

telah ditujukan kepada pihak Tergugat yang mati tidak akan etrjawab 

dijadikan dalil oleh Penggugat semestinya Penggugat 

intuk dilibatkan sebagai subyek hukum dalam

apa yang 

menarik ahli warisnya
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perkara ini untuk jelasnya para Tergugat melanggar hak dari Para 

Penggugat.

Dari penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas maka 

Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa gugatan 

para Penggugat tidaklah sempurna seharusnya para penggugat 

menggugat pula atau menarik ahli waris yang telah meninggal maka 

dengan demikian ternyata gugatan para Penggugat tidak lengkap 

sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan para 

Penggugat tidak diterima.Oleh karena itu Penggugat adalah pihak 

yang kalah maka cukup beralasan hukum untuk menghukum para 

penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

Adapun pendapat penulis mengenai putusan Majelis Hakim 

yaitu putusan Majelis Hakim sudah benar tapi masih ada syarat 

materil yang perlu diperhatikan selain dari syarat formal dari gugatan 

Penggugat. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tana 

Arajang ini merupakan milik dari orang tua Penggugat yang 

diwariskan kepada Penggugat dengan No.Persil No. 32 / D I Kohir No. 

464 Cl.Orang tua Penggugat merupakan Sullewatang terakhir di 

kerajaan Lowa dan menjadi Kepala Distrik setelah kerajaan Lowa dan 

kerajaan Tancung dilebur menjadi satu kecamatan, disini dapat kita 

lihat adanya kekeliruan dari Penggugat dalam gugatannya,

bagaimana suatu Tana Arajang menjadi Hak Milik dari kelurga Raja 

kita ketahui dari pembahasan terdahulu Tana Arajangsedangkan
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merupakan Tanah Jabatan yang tidak dapat diwariskan melainkan 

dialihkan penguasaannya kepada Raja berikutnya, Tana Arajang 

bukan merupakan milik raja setelah kepemimpinannya melainkan

mengalihkan penguasaan kepada Raja berikutnya. Orang tua 

Penggugat merupakan pemimpin terakhir sebelum berlakunya UUPA, 

kita ketahui bahwa setelah berlakunya UUPA Tana Arajang dikuasai 

oleh Negara sehingga dengan jelas gugatan para Penggugat tidak 

dapat ditolak karena tidak memenuhi unsur materil suatu gugatan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada awalnya Tana Arajang merupakan sawah yang dibuatkan 

untuk seorang raja sebagai tanah jabatan ketika mulai memangku 

jabatan sebagai raja di kerajaan Lowa yang pada saat itu dipimpin 

oleh Arung Lowa. Tujuan dibuatkannya Tana Arajang untuk 

menjamin hidup raja beserta keluarganya, karena pada waktu itu 

belum ada gaji atau tunjangan bagi raja.Perubahan bentuk fungsi 

tanah dilatar belakangi karena adanya pemberontakan DI/TII 

diseluruh wilayah Wajo termasuk Distrik Lowa menyebabkan rakyat 

diungsikan kedaerah Ex Tana Arajang untuk mendirikan 

pemukiman atau rumah-rumah agar lebih diamankan, kebijakan itu 

diambil pemerintah pada dasarnya untuk menciptakan suasana 

kondusif pada saat terjadi pemberontakan. Dengan menjadikan Ex 

Tana Arajang sebagai tempat pengungsian berdampak pada 

perubahan fungsi tanah. Indikator dasar yang menyebabkan 

perubahan fungsi tanah ditandai dengan di berlakukannya Undang- 

Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Ex Tana Arajangberalih ke 

Negara penguasaannya dan menjadi tanah Negara, dan sebagian
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dari Ex Tana Arajang didistribusikan k 

Hak Milik diatas tanah tersebut.

2. Menurut masyarakat dan Pemerintah, 

membenarkan kalau Tana Arajang pada

epada rakyat (Petani) disertai

daerah Ex Tana Arajang

saat itu memang betul 

diperuntukkan untuk penghidupan Raja dan keluarganya sebagai

tanah jabatan yang dikuasai raja pada saat dia yang memerintah

daerah tersebut sedangkan pada saat raja itu berhenti dengan 

sendirinya Tana Arajang ini berpindah penguasaannya ke Raja 

berikutnya, disebabkan Tana Arajang merupakan tanah jabatan. 

Oleh karena itu Ex Tana Arajang sejak diberlakukannya UUPA

tahun 1960 menjadi Tanah Negara. Karena pada waktu itu sudah

ada yang namanya gaji bagi kepala pemerintahan dan Status Raja 

dan Sullewatang sudah tidak ada, jadi tanah Ex Tana Arjang sudah

pasti bukan lagi penguasaan Raja dan Sullewatang yang ada 

diatasnya, sehingga tanah ini beralih dan dikuasai oleh Negara.

3. Menurut Majelis Hakim yang menangani kasus ini, gugatan para 

Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Formal acara praktik 

peradilan, disebabkan dalam isi gugatan para Penggugat dari 101 

Tergugat 24 (Dua Puluh Empat) diantaranya telah meninngal dunia, 

dan 1 bukan merupakan subyek hukum yaitu nama sawah (Lompo

Laula) serta batas-batas obyek sengketa yang ada pada dalil-dalil

ada dilapangan, sehingga majelisgugatan berbeda dengan yang

berpendapat gugatan para Penggugat tidak dapat diterimahakim
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dan berhak membayar biaya yang terdapat dalam perkara tersebut. 

Menurut penulis penggugat salah dalam memasukkan isi gugatan 

yang menyatakan bahwa Tana Arajang merupakan warisan dari 

orang tuanya, sedangkan setelah berlakunya UUPA Tana Arajang 

sudah dikuasai oleh Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat 

tidak menyangkut teori subtantif suatu gugatan. Sehingga Majelis 

Hakim dapat menyatakan gugatan para Penggugat ditolak.

B. Saran

1. Agar Pemerintah dapat menjadi orang Netral dan dapat memediasi 

antara Penggugat dan Tergugat 

perdamaian, sehingga perkara ini dapat terselesaikan secepatnya.

2. Agar Pemerintah melalui pihak BPN secara terus menerus 

melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

untuk menempuh jalan

75



daftar pustaka

Ali Sofian Husein. 1995.
Sinar Harapan, Jakarta

Anonim. 2008. Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu 
Desa Inalipue, Wajo

Boedi Harsono. 1992. Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan 
Hukum Tanah). Djamabatan, Jakarta

Emil Salim. 2008. Sejarah Tanah Ulayat dan Tana Arajang di Lagosi 
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ditinjau dari Sisi 
Antropolog., Skripsi. (Tidak diterbitkan). Sospol Unhas, Makassar

Jhon Salinedeho. 1994. Masalah Tanah Hak dan Hukum. Sinar Grafika, 
Jakarta

Mubyanto. 1994. Penganttar Ekonomi Pertanian. LP3S, Jakarta

Mahmud Tang. 1996. Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di 
Bekas Kerajaan Barru Sul-Sel, Indonesia Grafisch Service 
Centrum Van Gils B.V. Wageningen.

Notonegoro. 1984. Politik Hukum dan pembangunan Agraria Indonesia, 
Jakarta

Pananrangi. 1990. Tata Guna Tanah (Pola Penguasaan, Kepemilikan dan 
Penggunaan Tanah Secara Tradisional). UNHAS, Makassar

Soepomo. 1965. Sistem Hukum Indonesia. Djambatan, Jakarta

Syamsul Bakhri. 1989. Pola Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara 
Tradisional. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sul-Sel.

Widjaya. 2001. Analisis Statistik Dengan Program Spss 10.0. Alfa Beta, 
Bandung.

Ekonomi Politik Penguasaan Tanah. Pustaka

Arsip Kantor



daftar lampiran

Lampiran 1 :

Surat Keterangan Penelitian

• Kantor BPN Kabupaten Wajo
• Kantor Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Lampiran 2 :

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang

No. 10/PDT.G/2005/PN. SENGKANG



1] s

0100fflHill

i



KANTORV^ta^ HAN NASIONAL RI
J™p!h I HAN kabupaten wajo
Jalan Pahlawan No. 30 Telp. (0485) 21125 Sengkang 

Pi ovinsi Sulawesi Selatan
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Nomor: 01 /S.ket.73.13/1/2011

!•: Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

MAKMUR, AK.MM 

: 19621231 198203 1 023 

: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

J!.
• T^i-n TJT A xx. rx.j N a m a

!
NIP
Jabatan

Menerangkan bahwa: 

Nama : ARNAN SAPUTRA
r-

No. Pokok : BI 11 06 691

: Program Studi: Ilmu Hukum
i

: Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

: Telah melakukan Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo yakni Seksi

t Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara. Guna penyusunan bahan Skripsi

” Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Arajang Berdasarkan UUPA
MakassarUNHASFakultas HukumTH. 1960”.Sesuai Permintaan

Surat Nomor: 11230/ H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 20 Desember 2010. 

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

i Sengkang, 19 Januari 2010 
KUPAK A KANTOR PERTANAHAN

wajo

\_\z Vf
irv'•s.

\

MMn~-1C1AKMUR.Ib-y-LT.

19621231 198203 1 023b
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pemerintah kabupaten wajo 

DESA INALIPUE

pare - Sengkang Kode Pos 90951Alamat: Jl. Poros Pare-

SURAT KETERANGAN

fang bertanda tangan dibawah ini:
;
; : Muh. Arsyad TahirNama
i
;

Jabatan : Kepala Desa Inalipue

Menerangkan bahwa :

Nama : Arnan Saputra.

! Nim : B 11106 691:

Bagian : Hukum Keperdataan

lama tersebut diatas telah melakukan penelitian pada wilayah pemerintahan kami dengan melakukan 
/awancara dengan penduduk setempat guna menghimpun data untuk penyelesaian skripsi yang 
erjudul : " Tinjauan YUridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Arajang Berdasarkan UUPA Th. 
960". Sesuai dengan surat penelitian yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unhas 

lakassar.
:
tirat ini dipergunakan sebagaimana mestinya.
:
ssalamu Alaikum Wr. Wb.
:

;:
i

Inalipue, 9 Januari 2011

Kepala Desa Inalipue,

Cv

y

Jrsyad Tahir

■
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PUTUSAN
NO. C10/PDT. G/2005/PN.

...’l

SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESAm
u Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam 

perkara antara:

;

1. Drs. ANDI SYAMSUL ALAM, bertempat tinggal di Jalan 

Kaliwaron Nomor 122 surabava, Pekerjaan Pengusaha;

2. AUDI NIRWANA, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat 

tinggal d.i Senqkanq Kabupaten Wajo;
< h : ujl.'i ii : i ■■ i'). n

.

I
J'Al'A l'K! JUGU AT .: .> * .1.111 j i ii. i iy.

ii MalawanI I. ANDI TAKKO ;

XI. IJ\irUL7\NG;

IX . MJH . AMIN;
SENONG;IV. . H. MJH .

MJH. TAHLR;:j
V,

AMBO UFE; 

yil. • MJH. NUNG;
H . ABD . MAi JID ; 

H. ISMVEL;
X. MJH . ARIFIN ;

VT.

VIII.
M IX.

s
XI-.‘ ABD. HALIM; 

XII. IAKANADNG; 

XIII. MU'TA;
SARAltA; 

DAWANG; . 

PCNGGO;

m
t
a XIV.:!

XV.
' V

XVI.
AGUS;t ’• XVII.
KDBE; 
iamidi; 
samesu ;

XVIII.
b XIX.

XX.i.
XXI. LABOKE^''

llala;'J

i XXII



5
ic

t XXIII. IADAWI ; 

XXIV. IDALE; 

XXV. H. BEDDU; 

LAIANENG; 

XXVII. IAITE; 

XXVIII.

f

?

i XXVI.
>■

BAITIARE; 

LAFEUCA; 

XXX. IAMANDE;

XXIX.t
s

XXXI. IASARA;

XXXII. LAWELLO; 

XXXIII. LAHALl;.

XXXIV. H. PARE'MAE; .
XXXV. AMIN;

XXXVI. LAMERRA;

XXXVII. H. INDO DATA;

XXXVIII. BAKRI;
)'■ •> . TENRI;

IASAME;

■TERE;
£
IAIFU;II. 3

*. • HAJAR;

XLIV. JINTANG;

XLV. SITTI; : •
■H.:<LVI. H . ARSYAD;

XLVII. HADENG;

XLVIII. IANDUNG;

XLJX. MADDE; •-
L. IGATTA; 

IDAHANG;: II.
;

LII • SAMSU;

LIII. KASAU;

LTV. V7ENNA;

LV. -LARAFA; 

SUSSA;
i

*■

LVI.

LVII. IANIA;
TEKENG;

I

* LVIII.

f



J

i *,

LTX. PANGATE; 

LX. PADDAI; 

JEMPENG; 
LXII. LAUFE;

iI -

1X1.:

: ■XXIII. LASULE;

i LXIV. TUNE;

LXV. IABANDUNG; 

LXVI. PAKE'NAE;

hoxa;
LXVIII. Hj. PAJJU; 

LXIX. bEDDU;

i! ;1. XXVII.:

!

LXX. WAHE;

XXXI. H. DULLAH;

LXXII. TELLCNG;

LAOXA;I
. LACDI;

. BUHARI;

AMBO INTANG;

/■‘IAHERE; 

LXXVIII. CEMMANG;:<
!

XXXIX. CHuDD;

LXXX. DARLTL AKSA;i

. XXXXI. HASAN;

LXXXLI. DAWI; i.tr

LXXXIII. Hj. St. HALIJAH;
[i IXXXIV. M. ILYAS;i

MASE SAREDDA •rxxxv.
IXXXVI. HADI;

•I IXXXVII. BOLE;
.'i

LXXXVIII. H . SAKKA; 
LXXXIX. A. RIDWAN;

?«r ■:

. I

l

xc. LASENNA;:
XCI. LAULA;

lakalli;
AB. ALI;

XCII.

XCIII.
XCIV. HAELO;

m *
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XCV. KEPALA desa INAITPUE;

kepala sekoiahXCVI .
SD NEGERI vJO. 32 LA JOKKA;

Kesemuanya bertempat 

InalipuE
tir.ggal di Dusun BACU-BACU Desa_ 

TANASITOLO, 
sebagai Tergugat I 

TERGUGAT);
DAI: ^AH TINGKAT II

Kecamatan 
selanjutnya disebut

Kabupaten WAJO, 

sampai dengarV-
Targugat *<CVI (para 

yxyjll. BOTATI KF.PAIA 

berkedudukan di 

Tergugat XCVH; 

XCVIII. PRO;£EK IRIGASI

KABUPATEN WAJO, 

sebagai’u k a! lg Kabupaten Wa j o,

BILA,

Kecamatan Tanasitolo, Kribupaten Wajo,

XCVII;

berkedudukan di Desa Ujunge, 

sebagai Tergugat

Atau kesemuasnya bersama-samasecara dapat pula
disebut sebagai PARA TERGUGAT atau Tergugat-tergugat;

XCIX. AND1 CANNU/

C. ANDI HARTATI;

ANDI YTTIMAH;

Masing-masing bertempat tinggal di 

Kabupaten Wajo,

TERGUGAT.
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

■ ■v Cl .d/m-mpm. w
Sengkang/- . 

selanjutnya d.i sebut sebagai TURUT

•>

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya -

diterima dan didaftar'di Kepanitraan 

’ Juni 2005 di daftar di
tertanggal 14 Juni 2005 yang 

Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 1- 
■ oawah Nomor 1C/POT. G/2D05/PN. SKG telah mengajukan gugatan-kepada

pokoknya berbunyi sebagai berikut.
MENJAD'I SENGKETA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Dusun Bacu-bacu, Desa

para tergugat yang pada 

ADAPUN OBYEK YANG 

Tanah 

InalipuE,
Lompo Arajang 

6,19 Ha. Akan tetapi yang 

lebih 6,10 Ha.. Atau

terletak ai 
Tanasitolo Kabupaten Wajo,

Perumahan yangi
terkenal diKecamatan

Persil No.
: *

32 D.I, luas seluruhnya kurang lebih 

menjadi sengketa hanya seluas kurang. '• 
pasti baru dapat diketahui-... .luasnya yang



(:
U

|ad5 waktu pemeriksaan/pengukuran

kini dikuasai olah ^ronoat 

s/d Tergugat

obyek sengketa 

J s/d Tergugat 
XCVIII

tersebut, • 
LXXVIII, dan 

dengan batas-batas

;

LXXXIIIjfttrgugat 

jisebagai berikut: 

w.pada sebelah utara 

■ fentswero, Sawedi, ;H. 

g Pcnggtgat;
fli
I ?ada sebelah timur berbatas dengan tanah La 
I Ciawi, tari?h Mantawero dar. sungai;

I Pada sebelah selatan berbatas dengah SUhgai, tanah Penggugat; 

Pada sebelah barat berbatas dengan jalan 

Per.ggugat;

berbatas

Senona,
sungai, 

Kile M,
tanah La Raseng,

tanahJafar dan

Raseng, tanah La

I'
raya dan tanah

• Tanah sa^ah yang terletak yang terletak di Dusun Bacu-bacu,
I

Desa InalipuE, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, terkenal 

di Lompo Salo, Persil No. 34 S. II, luas seluruhnya kurang 

[?^bih 2,22 Ha. akan tetapi yang menjadi sengketa hanyalah- 

k seilicis kurang lebih 1,60 Ha atau luas yang pasti baru dapat: 

j/fetjhui pada waktu pemeriksaan/pengukuran obyek sengketa
1 H'iut, yang kini dikuasai:

Yang dikuasai oleh Tergugat LXXIX (CILLO) . seluas kurang 

lebih 0,40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara ‘berbatas dengan sungai;
dengan

i I

A

sawah Dg.berbatasPada sebelah timur

Paliweng;.

Pada sebelah selatan 

dan sawah yang 

Pada sebelah barat berbatas

berbatas dengan sawah Ballonggo

dikuasai oleh Hasan;
dengan sawah Penggugat

dan sungai;
LXXXI (Hasan) seluas kurang

batas-batas sebagai berikut:
sawah yang

2-2. Yang oikuasai oleh Tergugat 
lebih 0, 60 Ha dengan 

sebelah
dengan 

dikuasai Ciilo dan
berbatasutara 

Aksa, sawah yang
Pada
dikuasai Darul 
sawah Penggugat; 
Pada sebelah timur

sawah Ballonggodenganberbatas

(ds . Pannu;
I
l

i



Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah' Bakri,
Andi Husairi dan sawah Pannu;
Pada sebelah barat berbatas 

2 ■ 3. Yang dikuasai oleh
dengan jalan raya;

(Darul Aksa) seluas 'Tergugat LXXX
kurang lebih .0,30 Ha dengan bata :-batas sebagai.berikut: 
~ P^*da sebelah utara berbatas dengan sungai;

Pada sebelah timur berbatas dengan 

- Pada sebelah
sawah Penggugat;

selatan berbatas dongan sawah yang
dikuasai oleh Hasan;

Pada sebelah barat berbatas dongan jalan raya;
Yang dibiasai oleh Tergugat LXXXII (Dawi) seluas kurang 

lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Pada 3ebelah utara berbatas dengan sungai;
Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Penggugat;
Pada sebelah selatan b«*i 1 >.ii.m dong. »n nnw.ih Penggugat 
Pada sebelah barat berbatas dengan sungai;

DUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI. BERIKUT: 

l7”T3ahwa, Andi Biola meninggal pada tanggal HS Maret -199C‘_di 
Surabaya, namun di masa hidupnya telah kawin dua (2) kali dan 

dalam perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama I - 
Mojjo Da. Tawero melahirkan dua (2) anak yaitu Andi Aminuddin

2A.
:

£
-

«'■

■ W
v/ ■‘V. V-W -57 v' ¥.> I ' r/ - • 7yyty >! -' *'[■

Ij

'

dan Andi Ridwan (suami dan ayah dari Turut Tergugat) dan dalam
Indo Tang: perkawinannya dengan isteri keduanya yang bernama 

Dg. Makanang melahirkan pula dua orang anak yaitu Andi Nirwana •.

dan Drs Andi Syamsu Alam (Penggugat);■:

Andi Bola disamping meninggalkan $ (empat)
■n*1 ■juga meninggalkan harta- >

Bahwa, almarhum2.
■

anak sebagai ahli warisrya,orang
kekayaan yaitu tanah 

ini dan seluruh tanah

dan sawah sengketa poin 1 dan 2 gugatan
sengketa tersebut pada mulanya adalah

lebih dikenal tanah Arajang., • 
Biola memohon kepada * - 

diberikan kepadanya (Andi Biola) 

Pemerintah mengabulkannya “JcJaiV 

seluruh tanah sengketa (obyek 

tanah perumahan dan tanah sawah 

penguasaan penggugat terdaftar

!
tanah negara (tanah ornamen) yang

1961, Andi
i''
j;

Akan tetapi pada tahun
tanah sengketaPemerintah agar 

dan atas permohona
■

tersebutr.
1961sejak tahuny'; karenanya 

sengketa poin 1 dan 

yang sekarang

2 termasuk

ini tetap dalam
;

■

I

I



dalam buku rinci di kantor 

Biola sampai sekarang ini 

membayar PBBn.va dan 

dunia;

Bahwa,

PBB, Kabupaten Bone atas nama
dan sejak itu pula Andi .

menguasai hingca Andi Biola menT^ rp
- WW /v<y\-"-i,

pada tahun 1979, Andi Biola sudah sakit-sakitan dan . ^
kfibdny^kan berada/bertesrnp^t

•v»3.

tinggal di Surabaya (Jawa Timut)7 

maka sejak itu pula secara bertahap hingga sekarang ini binnh
sengketa poin 1 (satu) dikuasai/diduduki oleh tergugat i sajnpai. 

dengan Tergugat LXXVIII dengan cara mendirikan rumah di atas *“■*
tanah sengketa tersebut dengan alasan' atas suruhan/izin dari 

Tergugat XCVII dan Tergugat XCVII mendirikan Sekolah Dasar- 

Negeri No. 32, mendirikan Kantor Desa InalipuE dan merrtoangun 

lapangan sepak bola serta jalan desa' dan Tergugat MCVIII . 

.. membuat saluran .»i» dan Kihk.m T^rgnga, T T T, VTT, X, XI, LXVII, - 
: pcvi-ll., IXXII ! , ’ XXX I .1 s/d Tcrqiiq.nl*. XCIV dan XCVI ’ tulah'-
.membaya.r s~oag.inr: tanah sengketa poin 1 (satu) untuk dan atas 

v^frsbna/ ficjs i ng -rna s i ng Te rgugv-1

:N \ Ahli Warisnya dar juga tanpa izin alm. Andi Biola atau
-f j'W>1£' Warisnya Tergugat LXXIX menguasai sawah sengketa poin 2.1, 

Tergugat LXXXI menguasai sawah sengketa poin 2.2, Tergugat LXXX 

menguasai sawah sengketa poin 2.3, serta Tergugat LXXXII 
menguasai sawah sengketa poin 2.'l, sehingga dengan demikian 

penguasaan seburuh obyek sengketa tersebut diatas oleh Para ■ 
Tergugat adalah penguasaan yang melawan .hukum; _ - ‘ •

tersebut tanpa izin Andi Biola alm... .

Bahwa, oleh karena tanah sengketa poin 1 (satu) dikuasai oleh
dan Tergugat LXXXITI 3/d

A.
Tergugat I s/d Tergugat LXXVIII

serta ^ergugat LXXIX s/d Tergugat 'LXXXITTergugat XCVIII
menguasai obyek sengketa poin 2 

sehingga Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik pelanjut* .

(dua) secara melawan hukum

tanah sengketa tersebut tidak dapat menikmati hasil tanahatas
sengketa poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut;

kata keberadaan Tergugat I s/d LXXVII, Tergugat'Bahkan andai 

LXXXIII 
1.000.000,- 

Penggugat dan 

dapat memperoleh

s/d Tergugat XCVII menyewa tanah sengketa sebesar/Rp., 

(satu -juta rupiah) per rumah per tahun dari 
Turut Tergugat, maka Penggugat dan Turut Tergugat

hasil sewa tanah sengketa poin 1 (.satu),



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu i 

jl. akan tetapi oleh karena tanah 
| j s/d Tergugat LXXVIli dan

Duta rupia)■i 2 per-tahun per-rumah 

sengketa poin 1 dikuasai Tergugat.. 
Tergugat LXXXIII s/d Tergugat XCVII

secara tanggung renteng dih’ kum untuk membayar 
sengketa poin

ganti- rugi ..
berupa sewa tanah dari obyek 

1.000.000,-
1 sebesar Rp.*,..

(satu juta rupiah) kepada '^Penggugat dan Turut"
Tergugat terhitung' sejak’ Para Tergugat tersebut menguasai tanah...
?enoketa poin 1. kepada PQngg\jg£^ dan Turut Tergugat. Dan obyek, 
sengketa poin 2 dapat pula menghasilkan gabah -banyak 12 Ton
gabah setiap kali panen, sedangkan obyek sengketai 2 tersebuc
dalam setahun 2 (dua) kali maka hasil obyek sengketaT
pom 2 setiap tahunnya adalah sebanyak 2 x 12 ton gabah,

panen,

namuni

jl hasil obyek sengketa poin 2 tersebut tidak dapat dinikmati"" 

t’/ Penggugat dan Turut Tergugat,
' j;
j/if^g.^rsebut secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat IXXIX s/d' 

LXXXIT,

karena obyek sengketa poin •-2

fe'»%U9atiV’ -Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXIT secara tanggung renteng-

dan untuk itu b<-*ralas in hukum pula manakala

**VW' dihukum membayar ganti rugi berupa hasil obyek sengketa pbin 2 
U /, •’ ;■ kepada Penggugat dari Turut Tergugat sebanyak 24 ton- gabah*'- 

setiap tahunnya, terhitung sejak Tergugat LXXIX s/d Tergugat . ;v. 
1XXXII meng-uasai tanah sengketa poin 2 hingga penyerahan'obyek' 
sengketa tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat; • .

5. Bahwa, oleh karena seluruh obyek sengketa adalah hak milik alm-
dan Turut Tergugat adaiah

tersebut7
" Andi Biola, sedangkan Penggugat 

pemilik pelanjut seluruh obyek sengketa
hukum manakala Penggugat memohon

atas

karenanya adalah beralasan 

Bapak Ketua Cq Majelis Hakim . Pengadilan Negerikepada Yth. 
Sengkang agar:

hubungannya dengan seluruh 

Para Tergugat dinyatakan-tidak
adaa. segala surat-surat yang

dimilikiobyek sengketa yang 
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

dibebani kewajibanrentengsecara tanggungb. Para Tergugat paksa) sebesar Rp. 200.000,.-:(uang
perhari kepada Penggugat dan Turut

lalai

untuk membayar dwangson 

ribu rupiah)
setiap

•dua ratus 

Tergugat
memenuhi/menjalankan

Tergugat 
Pengadilan yang

Paraharidalam telahPutusan



berkekuatan hukum tctup terhitung sejak Peneguran .Ketua---.

penyerahan seluruh tanah- 
dan Turut Tergugat;--

Pengadilan Negeri Sengkang hingga

sengketa tersebut kepada Penggugat 
6. Bahwa, oleh karena Penggugat telah Hbeberapa kali menghubungi 

para Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan.' 

orang lain atau ' Pemerintah setempat dengan maksud agar Para
Tergugat mengembalikan seluruh tanah sengketa secara baik-baik 

kepada Penggugat dan Turut Tergugat akan tetapi para Tergugab
tetap menolak dengan berbagai alasan; 
Bahwa, Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini, 

Para Tergugat memindahtangankan sebagian atau seluruh** tanalT 

■sengketa kepada pihak lain, menyebabkan Penggugat kesulitan 

^-r^ntuk memperoleh kembali seluruh tanah sengketa, maka untuk itu 

•j^fugat memohon kehadapan -Bapak Ketua cq. Majelis Hakim 

ilan Negeri Sengkang secjni.i m« .* letak k. m jaminan atas

/.

.
,

0
L Hh obyek sengketa tersebut8s* O/a) oleh karena seluruh obyek sengketa benar-benar milrk 

ah hak milik alm. Andi Biola yang harus diwarisi' oleh’
* Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan bukti yang sah menurut .

• ■— A« • »

hukum, oleh karenanya patut jika putusan perkara ini dinyatakan- 

dijalankan (di eksekusi) terlebih .dahulu, meskipun para 

Tergugat menyatakan Perzet, banding, kasasi ataupun peninjauan 

kembali;
Banwa,

seaera

berdasarkan alasan-alasan hukum’ tersebut diatas, maka. .
cq Majelis Hakini

9.:
kehadapan Bapak Ketua

berkenan menjatuhkan Putusannya
Penggugat memohon 

Pengadilan Negeri Sengkang
; dalam perkara ini sebagai berikut:

seluruh gugatan Penggugat;! 1. Mengabulkan
2. Menyatakan bahwa sita jaminan • 

adalah sah, kuat dan
3. Menyatakan menurut hukum 

terletak di Dusun

• r •

. tas seluruh obyek sengketa

berharga menurut hukum;
bahwa tanah sengketa Poin 1 (satu), . -i

Desa InalipuE, Kecamatan 

terkenal di Lorrpo Arajeng, 
dikuasai oleh Tergugat. I 

LXXIX s/d Tergugat ^LXXXJI •

Bacu-Bacu,
yang
Tanasitolc, Kabupaten Wajo y™9

X luas 6,10 Ha yangPersil No. 32 D.
s/d Tergugat 
dengan batas-batas.

IXXin dan Tergugat
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i

!i
sebelah 

Mantawero,' Sawedi, 
Pengg-ucat/

utara berbatas sungai, 
H. Senong, Kile,

tanah La Raseng,. - 

M Jafar dan tanah-

Pada sebelah tijnur‘berbatas dengan tanah La Raseng, tanah-' 
sungai;

berbatas dongan

La Dawi, tanah Mantawero dan 
Pada

i.'i

sebelah selatan sunqai, tanah
Penggugat;

Pada sebelah barat berbatas 

Penggugat;
dengan jalan raya dan tanah

D™ tanah sengketa poin 2 (dr,,; ynng LnrWok rlj Q,nun Bacu- . 
bacu, Desa InalipuE, Kecamatan : ar.a-sitolo, Kabupaten Wajo,
L'jrkonriJ. di. |y.Mi| I I* *i • -1 I n-..><> M. i

lebih 1,60 Ha dengan perincian:

A. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXIX (CILLO) seluas kurang 

lebih 0, d0 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Pada sebelah utara berbatas dengan sungai;
Pada sebelah timui berbatas dengan sawah Dg/ •
Paliweng;

»*■...

Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Ballonggo 

dan sawah yang dikuasai oleh Hasan;
Pada sebelah barat berbatas dengan sawah Penggugat
dan sungai; V _..

Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXI (Hasan) seluas “kurangB.:
■

lebih 0,60 Ha dengan'batas-batas sebagai berikut: “
berbatas dengan sawah yarg'sebelah utaraPada

dikuasai Darul Aksa/ sawah yang dikuasai Cillo. dan ■■ •

sawah Penggugat. 
Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Ballonggo

dan Pannu;
Pada sebelah selatan

• %
berbatas dengan sawah .B&kri,.

Andi Husain dan sawah Pannu; 

Pada sebelah barat 
dikuasai oleh 

lebih 0,30 Ha

berbatas dengan jalan raya;
Tergugat LXXX (Darul Aksa) selgas 

dengan batas-batas sebagai be^rijoitp “ 

berbatas dengan sungai; 
berbatas dengan sawah Penggugat/__

C. Yang 

kurang
- Pada sebelah utara%
- Pada sebelah timur



n

- Pada sebelah

dikuasai oleh Hasan;

Pada sebelah barat berbatas 

D. Yang dikuasai oleh

lebih 0,30 Ha dengan batas-batas

selatan berbatas dengan sawah yangi

dengan jalan raya;
Tergugat LXXXII (Dawi) seluas kurang

sebagai berikut:
Pada sebelah utara .berbatas dengan sungai;
Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Penggugat; 
Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Penggugat 
Pada sebelah barat berbatas dengan

'Ji
sunoai;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan 

adalah Ahli Waris sah dari alm.
Turut -Tergugat 

Andi Biola yang telah 

meninggal pada tahun 1990 dan karenanya F'enggugat dan./Turut

Tergugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh tanah sengketa 

tersebut (tanah sengketa poin 1 dan 2);

5. Menghukum kepada para tergugat atau kepada siapa 

mengaku berhak atas

>^;u--:T>^untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada- ~ 

ggugat dan’Turut Tergugat tanpa syarat hukum;
' K .. ,

yatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengke_ta 

n 1 (satu) oleh Tergugat I s/d Tergugat LXXVII dcfn •

saj.a yang • 
ebagian atau seluruh tanah sengketa V '. ‘

guasaan tanah sengketa poin 2 (dua) oleh Tergugat LXXTX . - 
^/d Tergugat LXXXII adalah penguasaan yang melawan hukum dan 

karenanya penguasaan tersebut adalah tidak sah;
Menghukum kepada Tergugat I s/d LXXVII dan Tergugat LXXXIII

■ v

7.
s/d Tergugat • XCVIII untuk membayar ganti rugi berupa sewa

dan Turut Tergugat masing-masing 

1.000.000,- (satu juta rupiah)
tanah kepada Penggugat 

sebesar Rp. 
terhitung

tergugat
Para Tergugat tersebutsejakpertahun,

menduduki/menguasai tanah sengketa poin 1 (satu) hingga para
tersebut menyerahkan kepada Penggugat;Tergugat

menghukum pula tergugat LXXIX s/d Tergugat
untuk membayar ganti rugi kepada PenggugaL

LXXXII secara
Dan •>—

tanggung renteng 

dan Turut Tergugat oerupa hasil sawah sengketa poin 2 (dua?
dari dua kali panen pertahOn .gabah pertahun

menyerahkan kepada Penggugat dan Thrut'
sebanyak 24 ton

Para Tergugathingga 

Tergugat*;
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3. Menghukum pula Para 

membayar uang paksa 

Tergugat sebesar 
perhari setiap ?ara 

Pengadilan yang telah berkekuatan 

adanya Peneguran Ketir 

penyerahan seluruh tarnr 

ce r sebut kepada

Tergugat secara tanggung renteng untuk.
(dwangson) kepada Penggugat dan -Turut 

200.000,-. (dua ratus ribu rupiah)Rp.

tergugat lalai melaksanakan Putusan ..
tetap terhitung sejak 

'engadilan Negeri Sengkang hingga 

sengkot,-’ poi.n 1 (satu) dan 2 (dua)
r : •* i--r Turut Tergugat;

* Menyatakan bahwa puturan dalam perkara inj dapat dijalankan

Tergugat(eksekusi) sekalipun
banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Para menyatakan Perzet,

: ’Msnghukum Para Tergugat untuk membayar seluiuh biaya 
l'' t i mhi 11 dai am p^rka ra ini;
f,—.- > - * ^ '
fi/ * ■' TlcAtau jika Majelis Hakim berpendapat Laii

• irpmohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ■ 

ditentukan para Periggugat hadir di n.jka persidangan kuasanya.

yang

maka Penggugat<, >,Svii

i — •
bernama H. MUHAMMAD YUSUF KALLOLO, SH. berdasarkan Surat Kuasa •

Khusus yang di legalisir oleh ANDI SURYA NUSA, SH. tanggal 12 Juli" ...
2005 Legalisasi NO. 34/SK. PCT/2005/PN. SKG. Sedangkan pihak Para

SH. dan ABIDINTergugat hadir kuasanya ACHMAD beddu masalanra.,
HABE,SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2005 legalisasi* ■- 

NO/ 418/LG/Not/VII/2005 oleh Notaris MUHTAR, SH. sebagai.. kuasa.
IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, 

XVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, 
XXXIX. XL, XLI11, XLIV, XLV,_XLVI," 
LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV* LXVIx 

TXX.II, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXtX,_ ,
xc:i, xcv, xcvi'dan 

2C05 legalisasi NO.
SH. sebagai kuasa dari._ ' 

VIII, XIV, XX',' 
LII, LIII, LIV, LVI, IX,

dari tergugat: I, II/
XVII, XIX, XXI XXII, XXII-, XXVI,
XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XLVII, XLVIII XLIX, L,
LXVII, LXVII1, U<X, J-XXI,

l:cxx, lxxxii,
Suiat. Kuasa 

142/L'j/Not/VI 11/2005

LI, LV,

LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX,
Agustus

oleh Notaris MUHTAR,
untuk Tergugat III, VI,

08tanggai

Tergugat XCVII. Sedangkan
XXIX, XXXII, XXXV, XLI, XLII,

LXXV, LXXVI, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, LXXXVJI^-XC,
Tergugat walaupun te^ah

XXIV, XXV 

LXI, LXIII, LIX 

XCI, XCIII, XCIV, dan

;

XCVIII,serta Turut



dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 1 dan 2 Juli 2005 _ 
tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menunjuk, salah... 
satu Hakim sebagai mediator namun tidak berhasil, lalu dimulailah-" 

pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan 

Para Penggugat yang atas pertanyaan, 
ada nomor

!
gugatan

Para Penggugat menerangkan 

yang belum tercantum yaitu dari nomor XX langsung ke 
nomor XXII jadi di tambah: ncmo r tergugat XXI, pada halaman 10
mengenai tanggal semestinya tanggal 14 Juni 2005 tertulis tanggal

.24 Juni 2005 Para Tergugat tidak keberatan; 
Menimbang, 

l. Hub -m Tergugat I,
• y'* bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa

II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI,', 
XXI XXII, XXJ.11, XXVIi;v XVII,; XIX, XVII xxvn r, xxx XXXT, XXXIII,-

XXXVII,- XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 

XLVIII XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV,

LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII,

J t LXVIy.
LXXIV, LXXVIII, ’ LXXXX, 

LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXX^, LXXXVI1I, LXXXIX, XCII, XCV, -XCVI, 
XCVII mengajukan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2005 yang pada '

i pokoknya berbunyi sebagai berikut: 
DALAM EKSEPSI:

■ *.

Bahwa yang pertama-tama yang dikemukakan oleh Tergugat
II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI 

XXII, XXIII, XXVI, XVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, 

XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL,
XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII,
LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV,

LXXXIV, LXXXV,
melalui kuasa hukumnya, menyatakan secara tegas menyanqkaii dari- 

seluruh dalil dan dalih yang dipancangkan Para .Penggugat
dalil dan dalih Para

r,

S XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVITI ’ 
LXI7, LXV, LXVI, LXVII, LkVIlf,. * • 
LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, 

XCII, XCV, XCVI, dan XCVII yang- ‘

■ s

&k.

1X00/111/ LXXXIX,!

menoliki
karenaGugatannya, 

adaiah tidak benar sama sekali;
Suratmelaluiyang

Penggugat tersebut
n

Tergugat mempelajari surat gugatan 

i kuasa hukumnya, yang didaftar.
10/Pdt.G/

i Bahwa setelan Para
diajukan melalui 
pengadilan Negeri

Para Penggugat yang 

Kepaniteraan 

2005/PN.SKG.- Nampak- dan jelas ^ama

No.Sengkang
kesalahan dari kekeliruandi

jekali

r

‘i



.surat gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian dengan Hukum Acara .. 

dan Peraktek Peradilan(syarat-syarat formal) sebagaimana kami 
kemukakan melalui EKSEPSI yang t j r urai sebcuai berikut:

L Didalam surat gugatan Para Penggugat telah mengajukan gugatan 

mulai Tergugat I sampai dengan Tergugat XCVIII (subyek hukumf “ 
diantaranya sebagian telah meninggal dunia hal ini:
1. MUH. AMIN
2. AMBO UPE
3. H. ABD. MAJID
4. 3ARAKA

b. KUBE

6. IDALLE
7. H. BEDDH 

o. LAFRJA 

S . IAWELLO

10. TERE
11. LAIFU

t.

j
(almarhum.)
(almarhum)
(almarhum)
(almarhum)

Tergugat III 

Tergugat VI 
Tergugat VII 
Tergugat XIV

Tergugat XVUI 
Tergugat XXIV 

Tergugat XXV 

Tergugat XXIX" 
Tergugat XXXII 
Ton juga l: XLI^ 

Tergugat XLII 
Tergugat LIII 

Tergugat LlV 

Tergugat LVI. 
Tergugit LVII 
Tergugat LX 

Tergugat IXI 
Tergugat LXIX 

Tergugat LXXV 

Tergugat LXXXi 
Tergugat LXXXVI 
Tergugat LXXXVII 
Tergugat xcfll 
Tergugat X£IV

k

(a.lmarhum)
(almarhum)

(almarhum)
{.i.1 maritim) 
(almarhum) 
(almarhum, 

(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 
(almarhum) 

(almarhum) 
(almarhum) 

(almarhum) 
(almarhum) 

(almarhum)

Tida.. dikenal 
oleh orang Lajokka 

Gelar Lompo Tanah 

bukan nama manusia

KJ3AU .

Ip^.^USSA 
' ^’ia.oi

wenna

IA

1^ VpADDAI 
JEMPENG

I 181 BEDDU

19. BUHARI

20. HASAN

21. HADI

22. BOLE
1 23. AMBO ALI

24. MAELO

25. AMIN
Tergugat XXXV

*

26. IAULA ■ r'*Tercugat XCl



Lompo Laula berbatasan dengan -lompo . 
Arajang letaknya sebelah utara obyek

m\§WL% poij\ 1 (§auo
Bahwa menurut syarat-syarat formal (Huicum Acara Perdata' dan
Peraktek Peradilan) bagi orang-orang yang sudah lama meninggal 
dunia, yang ditarik sebagai pihak (subyek hukum) adalah ahli ■ 
warisnya yang dilibatkan sebagai pihak-pihak langsung dalam
surat gugatan dengan identitas lengkap d.

Tidak lagi melalui/perubahan gugatan mengenai Subyek Hukum Para. 

Ahli Waris yang telah lama meninggal dunia, hal tersebut telah 

berteritangan hukum acara perdata dan peraktek peradilan

n sempurna.

serta
surat kuasa penerima kuasa dengan Para Pemberi Kuasa. 
f>. m [ i^rhn i knn/p'Tul •. «h. m 

tertanggal 2 Agustur 2005,
y.iii'j k-- II d.u i hir.i !'fi'Jf./‘!'..!■ H’ 

sudah jelas akan mempengaruhi
✓

AV •
^t^k^pentingan tergugat-tergugat, karena dengan perubahan itu. - •-'V/

$fsy ,k ^wigat-tergugat. akan mungkin dipersulit daiam pembelaannya • ■

Kp ■■jalannya peradilan akan dihambat/ sehingga merugikan pihak
C

^igat-tergugat, oleh karena itu bagi tergugat-tergugat akan' 

menguntungkan apabi .a tidak diadakan perubahan gugatan,.. 
->^S^'hinqqa' ia berhak untuk menyatakan ■ keberatannya melalui kuasa 

hukumnya terhadap perbaikan/perubahan gugatan ke II oleh, kuasa" 

Para Penggugat tertanggal 2 Agustus 2005 dengan menyatakan 

menolak atas perbaikan dan perubahan gugatan tersebut dleh 

'kuasa Para Penggugat

!

^5

• /3

penolakan perbaikan/perubahan surat gugatan ParaBahwa atas
Penggugat aguc, sehingga oleh karena itu Majelis hakim yang

mengadili perkara ini berdasar dan beralasan .- •
i

memeriksa dan
Para Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat telah mendalilkan
menyatakan gugatan

Para2. Bahwa didalam surat gugatan
tanah cbyek sengketa:batas-batas

bergelar Lompo Arajang "(tanah 

tanah bengko point (I).
A. Tanah obyek sengketa yang 

Tanah Arajang aliasornament), 
adalah sebagai berikut: Tanah’Reseng, 

Tanah Sawedi,
sungai,Tanah . La 

Mantawero,
-sebelah Utara Tanah H.



Senong, K_le, Muh. Jafar dan “tanah 

Penggugat
Tanah La Raseng, tanah La Dawi, Tanah'- sebelah Timur t

Mantawero dan Sungai 

sungai dan tanah Penggugat 

Jalan raya dan Tanah Penggugat 
Sedangkan batas-batas tanah Arninng (ornament) alias, tanah 

bengko berdasarkan

- sebelah Selatan
- sebelah Barat

ke* /ataannya dilapangan dan sesuai 
dongan buku tanah rinci di Kan»< c Desa InalipuE, Kecamatan
Tanasitolo, 
berikut:

Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai .

sebelah Utara milik.batas Laula tanahLctco

dikuasai:
l. TAl!,-:i-.K T- -lgugat LXXVII -■ 

Tergugat LXXVIIL .... 
Tergugat LXXV 

Tergugat LXXVI

2. IA CEMMANG

t 3. BU HAJI I
A. AMBO INTANGy

~v‘;' i I '5. 3UPU
6. TAHANG
7. INANGGA
8. KGDDA
9. SAWEDI
10. Pabrik H. Senong

11. KILE

Tergugat IV . ..

12. M JAFAR i

Lompo Sekkong Tanah mi 1ik/dikuasai:
Tergugat LXXXVIII"... ■

Tetgugat LXXXVII 
Tergugat'LXXXVI

Ballado tanah milik/dikuasasi - 

Tergugat LXXIII 
Tergugat I

dikuasai oleh -
Tergugat LXXXIX

1.. H. SAKKA 

2. BOLE (alm)
3. HADI (alm)

Lompo
1. la ona
2. ANDI TAKKO 

Tanah G.G. yang 

.ANDI RIDWAN 

SUNGAI LAJOKKA
i •

!
t



n

- sebelah Timur
- sebelah Selatan
- sebelah Barat

sungai kecil/lompo Sepe 

sungai Lamulagora
Jalan Raya

Tanah obyek sengketa yang bergelar Laiflpo Salo (tafl.lh sawah 

ornament) Tanah Bengko poin 2 adalah sebagai berikut:
2-1 :

3.

Yang dikuasai oleh Tergugat IXXL\ (CJ.LTO) 

lebih 0,40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara
- sebelah Timur
- sebelah Selatan

seluas kurang

sungai;
Daeng Paliweng; 
sawah Ballonggo dan sawah yang 

dikuasai oleh Hasan;
sebelah barat sawah Penggugat dan sungai; 

dangkan tanah sawah yang dikusai oleh CILLO adalah tanah."■'NVf

, yp\tr:Lbusi Pada tahun 1964 kepada REMMANG (Pewaris)" yang
s^&Hasal dari tanah ornamen Lompo Salo berdasarkan kutipan 

SURAT KEPUTUSAN KEPALA INPEKSI AGRARIA PROPINSI SULAWESI *
//

^SELATAN TENGGARA Wo Sk. 56/XVII/164/2/1964 sebanyak 3 ..

petak dengan batas-batas sebagai be ’kut: luas + 0,30 Ha

- sunoai Lamugora
- Beddu/Madda sebelah timurnya Dg. 

Paliweng
- Ummareng/Baha - selatannya Maleng: 

Baru Ballonggo.

sebelah Utara
- sebelah Timur

- sebelah Selatan
r •

• H. ■.- sawah Penggugat waris dari Ibunya
Jari La Dawi (tanah restri-.. -

- sebelah Barat i

Hibah

busi La Dawi)
Seharusnya Para Fenggugat menarik/melibatkan dalam perkara ' 

ini:
1. AGRARIA PROPINSI SUL-SEL
2. BEDDU/MADDA
3. UMMARENG/MALENG/ sebagai

(KANWIL BPN) Propinsi Sul-SeL.. .
'T

subyek hukum perkara ini.

2-2 seluas ■(HASAN) alm. 
-batas sebagai berikut: 

dikuasai Darul Aksa,

LXXXIoleh TergugatYang* dikuasai 

kurang 

- sebelah Utara

bataslebih 0,60 Ha dengan
- sawah yang



sawah'yang d'kuasai Cillo dan 

sawah Penggugat;
- sawah Ballonggo dan Pannu;
- sawah Bakri, Andi Husain dan sawah 

Pannu;

sebelah Timur
-sebelah Selatan

!

sebelah Barat - jalan raya;
Sedangkan tanah sawah yang dikuasai oleh ahli waris' HAS AM 

(alm) adalah 9 petak tanah Restribusi pada tahun 1964 _ - 
kepada HASAN seluas 0,30 Ha yang berasal dari Tanah Ornamen •

r •

■ j*!

i

Lompo Salo berdasarkan kutipan' SURAT KEPUTUSAN KEPALA 

INSPEKSI AGRARLA PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA Ncu' 
56/XVI1/164/2/1964 9 petak. "

Seharusnya Para Penggugat menarik/melibatkan da^am perKaro 

ini: ■ ••

PROPINSI SULAWESI SELATAN (Kanwil DPN) MAKASSARL'
W Mk,- ' -Vanc dikuasai oleh Tergugat LXXX (Darul Aksa) seluas kurang 

| J- '\\ N'^ebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

sungai Lamulagora
sawah Penggugat beli dari anak 

Compang Dg. Mattawang 

sawah Hasan Tanah Restribusi- 

berbatas dengan jalan raya;

'A -3

•■■s’.

sebelah utaray

sebelah timur\

sebelah selatan

- secelah barat 
Tanah obyek sengketa ini terikat sertifikat hak milik atas

'
■

nama Darul Aksa, asalnya hasil penukaran tanah milik Darul 
kantor Desa Managae (dulu kantor Desa Sabbang

i
i1i

Aksa tempat 

Lowa)
Seharusnya Para Penggugat 

ini:
1. Kepala Desa MannagaE (Lajokka)

2. Kantor BPN Kabupaten Wajo.

i: menarik/melibatkan dalam perkara!i

i

2-3 ■ .*

LXXXII (LA DAWI) seluas'‘kurang 

sebagai berikut:
Yang dikuasai oleh Tergugat

batas-bataslebih 0,30 Ha dengan
sungai Lamulagora

sebelah utara



t ,/m

sebelah timur - sawah Penggugat pemberian dari La 

Dawi Ibu Penggugat
- sawah Penggugat pemberian dari La 

Dawi kepada Ibu Penggugat.
- sungai lamulagora;

Fahwa tanah obyek sengketa maupun tanah penggugat sebagai-

sebelah selatan

sebelah barat
■

warisan dari Ibunya yang bernama' Indo Tang Dg. Makanang 

hibah dari La Dawi pada tahun 19*74 yanq berasal dari Ijonipo . 
Salo tanah Ornamen berdasarkan kutipan SURAT KEPUTUSAN

i. j

KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI ‘ SULAWESI SELATAN DAN ■ : 
TENGGARA No. 56/XVI1/164/2/19.64 sedangkan tanah sawah- ■
Penggugat di Lompo Salo lainnya asal dari pembelian d=5ri 
Hj. Andiz Naisah Fachruddin ahli waris Commpang Dg. 

\ Mattawang'Penggugat beli tanggal 20 Januari 1997.
-Namun asal-usul tanah milik Cc.«ipang Daeng Mattawang yang 

53) dibeli Penggugat adalah hasil penukaran tanah milik compang 

^ Dg. Mattawang dipakai kantor Desa Latenri Musu dan Sekolah
i.

i
SDN No Lajokka dekat kantor Desa TenralipuL.

Sehingga oleh karena itu Para Penggugat harus menarik/ 

melibatkan dalam perkara ini:
1. Kepala Sekolah SDN Nomor Lajokka dekat kantor Desa 

TonralipuE dan. Penr jrus Masjid dan Ahli Waris Compang 

Daeng Mattawang
2. Kantor Kanwil BPN Sulawesi Selatan di Makassar

//

i

Bahwa pihak-pihak yang dikemukan oleh kuasa Para Tergugat
Para Penggugat tidak menarik/melibatkan sebagai pihak dalam_ 

sesuai dengan hukum acara perdata/perakcekperkara ini maka 

peradilan gugatan Para 

2. Seaangkan tanah obyek sengketa

Penggug-it tidak dapat diterima".
poin 1 masih ada pihak-pihak “ 

tanah arajang (berigko.) •• •tanah ornamen
sebagai pihak dalam perkara ini

ikut menguasai/memilik j.
tidak dilibatkan ditarikyang

adalah sebagai berikut. !

1. KATTE MELE

2. MAPA LAIFU

3. DIMENG PINDI
4 . LA MONRI MANNU

: *

*.
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5. mappangara JEMPENG
6. BUNNA DARISE
7. PASA KASENG
8. WEWANG.
9. NONGKI 

Dengan

• •

masih pihak-pihakaaanya yang
obyek sengketa poin 1 tanah arajang 

sebagai pihak tergugat dalam'*

menguasai/menikamati tanah 

yanq tidak ditarik/diiibatkan 
perkara
per adi .11 n sura t

ini, maka be rdasnrknp. hukum acara dan peraktek
Penggugat tidak sempurna dan. 

maka gugat/ n
gugatan Par

lengkap kesalahan formal, 

dinyatakan gugatan Penggugat tidak dan..t di torimi.
Para Penggugat- hapus

,1 Tanah obyek sengketa poin 1 Bakri (Tergugat XXXVIII)

; (Tergugat XXXVI) yang ditempatinya’ terikat sertifikat hak milijc. 
I atas nama Songgo alias Ambo Lasoe yang masih tidak tergugat 

adalah sebagai berikut:

dar MERRA

1. LA BACO

2. SYAMSUDDIN r • P
■ h. •3. LA MERO

LA CO
5. ABD GANI\P n 6. MELLE

=.v 7. H. DALA

8. ALIMIN
Sertifikat hak milik Kube tergugat XVIII dan sertifikat hak 

milik Darul Aksa Tergugat LXXX dan sertifikat hak milik Maefp. '* 

; Tergugat XCIV.

•’f

*. .
i !

I

1 j'

.

■ :Penggugat harus menarik/itu ParaSehingga oleh ’ karena 

melibatkan BPN Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara .ini
’i libatkan maka surat gugatan Paranamun kenyataannya tidak 

Menggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

Bahwa dengan adanya bangunan 

j gudang dan penjemuran gabah di atas 

akan tetapi Pengurus KUD Lowa 

sebagai pihak dalam perkara 

I harus dinyatakan tidak dapat diterima.:

i

KUD (Koperasi Unit Desa) berupa . i •
tanah obyek sengketa'poin- 1 -

tidak di gugat/ tidak ditarik-,.
maka gugatan Para Pergguga*ini

i
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i

r •Bahwa kesalahan formal surat gugatan Para Penggugat, h:
yaitu tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukum yang 

menguasai Tanah .obyek sengketa yang tidak digugat, - maka'"' " 
instansi Pemrintah yang menerbitkan alas atas hak diatas tanah
obyek sengketa yang tidak digugat, maupun penentuan luas dan'. 
batas-batas yang tidak jelas dan pasti maka berdasarkan hai-hal 
tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan nukum acara 

sebagaimana yang diatur dengan yurisprudensi Mahkamah Agung . 
I.epublik Indonesia dalam putusannya tanggal 8-6-1976 No. 1424“ 

K/SIT/1975 dan putusannya .anggai 9-7-1973 81 K/SIP/1971 “ yang
fatwa hukumnya yang berbunyi sebagai berikut: 
- Putusan tanggal 8-6-1976 Mo. 1424 K/SIP/1975 fatwa hukumnya

yang menyatakan sebagai, berikut:

Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan penggugat 
dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan.

f^\f0rTTa1,
■$*\eharusnya digugat tetapi ternyata tidak di gugat atau tidak . 
V?sul libatkan dalam perkara ini" ...... ..

(r' -i o

w

t . ;
tidak sempurna gugatan dan masih ada pihajc yang

(utusan tanggal 9-7-1973 No 81 * K/SIP/1971 yang fatwa 

ukumnya yang menyatakan sebagai berikut: •
u •

peP ".... 'karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh '
" ' Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang 

1 ’ tidak sama batas-batas dan : ..dikuasai Tergugat ternyata 
luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan, 
harus dinyatakan tidak dapat diterima".

■

i Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka
melalui kuasa hukumnya jnemohpn . . ;

memeriksa 'dan 

berkenan menjatuhkan

i
dengan ini Para Tergugat yang 

Bapak Ketua/Majelis 

ini agar

Hakim . yangdihadapan
kiranyai mengadili perkara

I putusannya dengan menyatakan:
- mengabukan eksepsi poin 1 sampai dengan 5 _ dengan ...

Penggugat tidak dapatParamenyatakan gugatan 

diterima.
menghukum

akan

i i
membavnr segala, biaya •Para Penggugat 

timbul dalam perkara ini.
yang

•s
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DALAM POKOK PERKARA :

Bdhwd Jawaban dcll&Tft pokok p£lk3L‘a ini adalah merupakan
yang tidak terpisahkan dengan eksepsi yang terurai ..suatu kesatuan

di atas.

Bahwa setelah I, 
XV, XVI, XVII, XIX, 

j XXXI, XXXIII,
1 " XLIV, :<LV, XLVI,

LXIV, LXV, LXVI,

LXXVIII, LXXIX, LXXX

II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII,'* XIII 
XXI XXII, XXIII, XXVI, XVII, XXVIII,- XXX,

XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII.. XXXIX, XL, _XLIIIr.. 
XLVII, XLVIII XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII,‘ 
LXVII, LXVI11, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV,

LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX,

, xcv# XCV1. dnn xrvil yang rnelcilui kuasa hukumnya mempelajari 
surat rugatan Para Penggiiq-.it rn.'ik.-| r|f||/|ain ini kamisnonrn ^Tinni:
menyalakan secara tega'.- menyangkali dan menolak semua dalil dan 
dai :.h yang dipancankan Para Penggugat, didalam surat gugatannya' 

A kacuali yang diakui Para Pcngg--qat yang

Para Penggugat secara diam-diam sepanjang tidak merugikan 

dengan hukumdan hak Para Tergugat.

secara nyata maupun yang

>|idak benar tanah obyek sen j Kota poin (1) dan poin(2) 

tanah warisan Para Penggugat sebagai miliknya, melainkan- 

']Cy^lXenar acJa^a^ tana}_1 obyek sengketa poin (1) dan poin (2)“Tanah‘ 
p’-'Ofnamen (Arajang/Bengko) yang "bergelar Lompo Arajang dan -Lompo 'V 

berbentuk tanah sawah. dan kedua-duanya di gelar tanah ~ 
(tanah bengkc) sejak Pemerintahan Belanda'-Jepang sampai ... !

\ yang menjadi Kepala 

jabatannya adat

r-

i Salo, yang 

Arajan •-

Hukum adat yeng mengatur sia[
(Suiewatan Lowa) sepanjang masa

Merdeka.
; ■ Distrik Lowa:

memberikan hak menguasai/menikmati hasilnya:
• I' ANDI MUHAMMAD (Suiewatan Lowa) PETTA MACOA - 1930

ABIDIN FARID (Suiewatan Lowa) PETTA '2. ANDI ZAINAL 

MALOLOE, : • «r .MUHAMMAD KASENG (Suiewatan Lowa)3. .ANDIi
Lowa) ARUNG ANARANUA4. ANDI MUH. BAZIR (Suiewatan

Lowa) te.'-akhir dan 1962' 1- ■

5. ANDI BIOLA (Suiewatan 

ia n
Camat 1, ANDI ACHMAD,

disatukan menjadiDistrik TancungLOWADir trik

Kecamatan Tanasitolo 

menjadi Perv.'a’-.ilan di Lajfkka.

sedangkan ANDI' BIOLA •" ■

'V



Tahun 1955, sehubungan dengan ganguan keamanan DI/TII* 

kmerintah (Kepala Distrik Lpwa) mengintruksikan kepada semua
'arganya masuk berkumpul di Lajokka dan sebagian mendirikan “rumah 

liatas tanah Arajang obyek sengketa point (1) .
Kepala Kampung Pollappo 

dilanjutkan oleh ahli warisnya

1. Muh. Tahir
2. Hadeng
3. Mina

'v1. GENDA

?. LA TAMBANG

T (V)
T (XI,VII).
T (XIII). 

dilanjutkan oleh ahli warisnya
T (XVI)

dilanjutkan oleh ahli warisnya
T (LXXXIV) -

3. KECCE

Ronggo'

4 • TASSIMPAU

MUH ILYAS
-V.5. NANRANG

6. BADAWI Kepala Kampung Bacu-Bacu 

Dilanjutkan o.leh ahli warisnya 

H. M. Saenong 

MUH AMIN

T (IV)
T (III)

Panurunga
T \VI)7. AMBO UPE

8. SARAKA T (XIV)
T (XV)
T (XVIII)

9. DAWANG M

10. KUBE
dilanjutkan oleh ahli warisnya

T (XLII)
11. I MALENG :

LAIFU
dilanjutkan oleh ahli warisnya

T (XXXVIII)
: 12. WENNA'! BAKRIi ;i

dilanjutkan oleh ahli warisnya 

I GATTA , 
dilanjutkan oleh ahli warisnya

T (XLiX)
T (XLVIII) 

T (XLIII)

13. MADE
T (L)

■■

14. MASSI;
MADDE
IANDUNG

1 HAJAR
dilanjutkan oleh ahli warisnya

T (XXVII
olfc.i ahli warisnya ___ _

15. MUSONG
TAHENG
dilanjutkan

16. TIKKA

. S

:
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i
i

I DAHANG T (LI)

T (XII)
dilanjutkan oleh ahli warisnya 

WELLO
dilanjutkan oleh ahli warisnya

T (T XXVIII)

17. KANAUNG
18. BEDDU

T (XXXII)
19. LAOK1 »• ,( ,

CEMMANG
SAME T (XL)

20. PADDAI T (LX)
21. EMPENG dilanjutkan 

anaknya 

H. ISMAIL

oleh anak mantu/

T (IX)
ABD. HALIM T (XI)
MUH. NOL'. T (VII)t 22. I.SITTI

23. MENGGONG Kepala
. \ A'i T (XLV) -

tff' \i r. 
: Kampung CORI-DORI dilanjutkan oleh 

ahli warisnya:
PANGATTK
PALJGIJ -• II ARSYAD

i r/ ;?V./f // T (LIX)

T (XLVI)•

T (XXXVI)

T (LV)

dilanjutkan oleh ahli warisnya

T(XXVII)

24 . MAPPE

25. LAMERRAH

26. MAREWA

LATTE
• ■

T (XXI)27. LAROKKENG

pindah

pindah
pindah
digantikan oleh ahli warisnya 

SAMESSU
dioantikan oleh ahli warisnya 

I WARU 1 SARA 

I DALLE 

JINTANG

28. BEDDU
29. SEMMA ILA
30. MUHAMMAD

-*•
31. PICING

T (XX)

32. KASO
T (XXXI)
T (XXIV) •
T (XLIvj 

MANTU “ H j • PARANAE T (XXXIV) 

digantikan oleh ahli warisnya .
T (XXV)

T (XLI)

33. MADDENG r

H. BEDDU
i

34. TERE 1
• •U*-.-
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1
35. ILEP-BA licon: ikan olehi ahli warisnya

T (XXTI)"
36. larotak diganti.-.an oleh ahli warisnya" 

TF.RENG T (LVIII)
37. LAWI digantikan oleh ahli warisnya 

KASAU (meninggal) T (LIII)•• 
digantikan oleh ahli warisnya 

Tidak ada

38. I. GELLI

39. SUSSA digantikan oleh ahli warisnya 

T(LVI)
WERU
digant.ikan oleh ahli warisnya 

TUNE
TASSE cian 

‘ KINI

digantikan ol*'h ahli warisnya 

H. DULLAH 

digantikan oleh ahli warisnya 

BANDUNG

40. KA DOK
4$ T (LXIV)V \-Z \V

\ Vy\W 1ma ■ 1!
41. MENCA

i* A
V. . T(LXXI)V

i.
42. PANNUSU

T(LXV)

H j . SAFIAH 'tidak tergugat- - • 
digantikan oleh ahli warisnya43. BACO

T (XXXIX)
digantikan oleh ahli warisnya

T(LXIIIj 
tidak tergugat 
tidak tergugat' *

(ahli warisnya tidak digugat)
(ahli warisnya tidak digugat) . • —.

tidak di-gugat

TENRI %•

44. MAMMI
r ■

• 4LASULE
LANURE •

45. BOLLI
46. BANNYAK
47. TO ALI
48. MARUPAPPA

'Tdiganti oleh ahli warisnya 

HARI
4 9. MADE

tidak tergugat.
!

T (LXXXV)
50. MESSE SAREDDA

51. MAELO 

DAENG MASSIKKI diganti oleh ahli waris 

H. KARUMPA
tidak digugat ahli warisnya

52.

53. KAM^ECCE I

1.
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54. ISAH

55. I. PESSA

56. BU^ PEMENG

tidak diguc \t ahli warisnya 

tidak digugat ahli warasnya

tidak digunat ahli warisnya 
Dan pada waktu itu AM DI PI01A belum menjadi Kepala Distrik LOWA,
mereka masih bertempat di BONE.

Dan cidak benar sarna sekalibahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat

menguasai/mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa ‘ 
poin 1 secara bertahap pada tahun 1979 dengan alasan suruhan. - • 
Pemerintah Tergugat ■ XCVII (BUPATI) dan mendirikan sekolah SDN No.--- • 

32 Lajokka, Kantor Desa InalipuE dan lapangan sepak bola, Jalan 

Desa, Saluran Air,

dalil Para Penggugat tersebut adalah sama sekali tidaJs
•|**

'S

lainkan yang benar adalah sebagai berikut:
SK Pada mulanya ANDI BIOLA tinggal di Lajokka. dan diangkat" 

SULEWATAN (Kepala Distrik Lowa) pada tahun 1956 sampai 
^fan sesudahnya, itu Distrik Lowa dan Distrik Tancung disatukan -

i. __ • • y/ _

(L' men'jadi Kecamatan Tanasitolo - ANDI ACHMAD sebagai Camat dan ANDI 

BIOLA sebagai Kepala Perwakilan di Lajokka.
Pada tahun 1956

Kepala Distrik (Sulewatan Lowa)

Kampung:

5

1962 ANDI BIOLA terpilih sebagai 
melalui pemilihan B Kepala

f

adasudah 

diatas tanah •• 

sengketa'/ 
tanah Ar ajang

GENDA1. Kepala Kampung Pollappo
M- •

(D •
'adasudah 

diatas 

Ar ajang (1) 
sudah' ada di

Dori MENGGCNG2. Kepala Kampung Dori -
tanah '

Bacu BADAWI3. Kepala Kampung Bacu
tanahatas

) Arajang (1)

BEDDU MASSALANRA 

ANDI PALLAPE 

- Bila H. UMMARENG 

PATTESE

Awata4. Kepala Kampung

5. Kepala Kampung

6. Kepala Kampung
7. Kepala Kampung

Watan Lowa

Bila
Tonrong

IA
U

- •

M
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_8. Kepala Kanpung Ujung Kessi MUSA 

Dan atas kesepakatan 8 Kepala Kanpung ANDI BIOLA
dibikinkan Rumah Kayu (Panggung) selaku pelaksana - Kepala Kampung 

Pollampo (Genda) di atas tanah arajang (obyek sengketa 1) yang 

Dan setelah itu hasil tanah 

selaku Sulewatan sebagian

sekarang dikuasai oleh Penggugat. 
Arajang dikuasai 
(obye< sengketa 1 dan 2) adar

Oleh (ANDT BIOi A)

yang rnnnriatur.

Pada t.ahun 1357 SDU (SRN) dlbangun/di rb. rikan diar.as Tanah Arajang ' 
demoan persetujuan/kesepakatan ANDI TONRAMG dan ANDI BIOLA, " karena- 
C'.dung lama SRN dibakar oleh DI/TII.

Pada tahun 1961 tanah sawah (Hoofd) ornamen/Arajang lompo Arajang" •
Sal° mutasi sebagai wajib pajak -- ARAJANG

((|^k gknte tanah waktu itu Kepal 

rumah. r ' /, JKJ■ k tang&uAg renteng (bersama-sama) .

‘ ‘Pada tahun 1963 lapangan sepak bola Lijokka dibuat diatas tanah 

Arajang (1) dengan persetujuan ANDI BIOLA selaku perwakilan di 

Lajokka dan ANDI ACHMAD selaku Camat Tanasitolo di Tancung,- Rumah-

rumah masyarakat yang ada diatas tanah Arajang pada tahun 1955 

dipidahkan kesebelah utara. ‘
Pada tahun 1964 Kepala Inpeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan 

dan Tenggara atas nama Menteri Pertanian mendest.ribusikan tanah.. . 
sawah Arajang Lompo salo (obyek sengketa poin 2) kepada petani

di mutasi
»<r.p.11.1 Di :I I i V Ip.T'iiA /r:m h d ! u i 'vd . ikn kol ^kto.*

■ i K. t.; -ui ig K n u b. uju il. SALNuMO? 
diatas tanah Arajang diwajibkan membayar • secara

,

I

»•-

sebagai hak milik:
Dawi mendapat 51 Are (pembantu rumah tangga ANDI BI0LA1, - t 

Dawi memberikan kepada Isteri ANDI BIOLA pada tahun 

dikuasai Penggugat.
LXXXI) sudah meninggal dunia, mendapat 30 .Are .

1. La

kemudian La
197^ seluas 21 are sekaran 

2. i*.ASAN (Tergugat
beralih kepada ahli warisnya yang tidak digugat.

30 Are ynng beralih kepada ahli
yang
REMMANG (almarhum) mendapat

•arisnya CILLO (Tergugat LXXIX)
ANDI BIOLA, waktu itu selaku Kepala Perwakilan di 

tujui karena isterinya juga dapat- . 

LXXXII) . • ’l :

Bahwa

Lajokka tidak keberatan dan menyt, 

hagian dari LA DAWI (Tergugat : •

i

ls

g
I N.

1 —
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tahun 1967 Bupati Wajo 

or kepala desa ANDI BIOLA 

ajokka menyuruh Kepala Desa

memerintahkan Kepala Desa membangun 

selaku Perwakilan Camat Tanasitolo 

Musu dan Kepala Desa’- 
tanah sawan Arajang Lompo

La Ten r: j
>ng Lcwa mencari tanah untuk ditukar

I

(obyek sengketa .2) . 

anah milik Ddrul Aksa

nantan Kepala Kampung Watan Lova) ditukar 

obys-: sengketa 2 (2.3) 

sekarang Kantor Desa MannangaB) .
3nah milik Compang Daeng- Mattawang ditukar 

obyek sengketa 2) YANG ditempati Kantor Dosa Latenri

uajokka kemudian ahli w.^ris Compang Daeng Mattawang, 
Naisah menjual kepada Drs. ANDI f'WHJL ATAM (Penggugat)

rX3n9 se^aran9 Penggugat, Jec.nngkar.g penyerahannya
dk£ih Camat Tanasitolo AND T AMINUDDIN saudara ANDI SYAMSU ALAM 

gugat).

f^ahun 1975 ANDI BIOLA selaku Ketua KUD Lov/a,

Jcaian tanah ornamen (Arajang/Tan..h Bengko) tanah obyek 

;keta po.int (1) membangun gudang dan jemuran gabah' serta 

isa.ic HELLER (penggilingan padi) atas nama Koperasi Unit Desa-

tanah warisan dari Beddu Massalama.

dengan sawah arajang •' "

yang ditempai: Kantor Dosa Sabbang Lov/a.

tanah Arajarrg 

Musu dan •
No.

k

!

memohon irin

*!' .

|, yang berarti ANDI BIOLA tidak mengakui hak miliknya Ex_ Tanahi. • -
milik Pemerintah, ■” . 

yang menyatakan 

menj aba t 6ULEWATANG (Kepala

(Ara jang/Bengko) melainkan -tanah 

jgaimana pejabat yang mendahului Andi Biola, 

ifj Arajang adalah siapa yang

nen

:
trik) dia yang mengambil hasilnya .dan dikerjakan secara gotong

Jadi tanah Arajang itu hanya diambil*ng oleh masyarakat, 
ilnya Sul::watan selama Jabatannya, dan mengenai tanahnya adalah

I
• /

setelah berlak*unya Undang-undang Pokok -ik negara (Pemerintah) 

sria No. 5 Tahun 1960.
Arajang/bengko obyek sengketa poin 1 dan 2 terdaftar 

sebagai wajib pajak pada waktu ANDI BIOLA
vi tanah
5 nama ANDI EIOLA 

tuai Kepal? Distrik Lowa 

» hal ini bukan 

1:. wajib pajak dan dalam buku 

p (tanah Arajang/tanah Bengko)

!
(Sulewatang) 1956 sampai tahun 1962/

melainkan .^ebagai :
merupakan hak kepemilikan,

rincik Lompo Arajang dan Lompo

tidak ada gambar (peta) kosong^ • •

k-1
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i/a tanah c .namen adalah tanahi Pemerintah/Negara hal ini
i :S'ja''an den9an Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Pasal 4 (1) . 

-da pembayaran / pelunasan P3 j a k bu kan me rupa kan bukti- - * *
ulikr.n hak "

Bahwa Tergugat LXXIX 

ahli warisnya
(CILLO), Tergugat LXXXI (HASAN-)’

Tergugat LXXX (DARUL AKSA)
\h, menguasai/ memiliki tanah obyek sengketa poin (2) 2-1, 2- 
2~3,2-4 tetap dilindungi oleh hukum, 
fceta poi i

dan Tergugat

karena tanah- obyek’ v 

lagi lv-nggugat dan(2) bukan mi .1 . k p.tota

tidak berhak u L -tasnyi.

. BiOuA hanya sebagai wajib pajak pada waktu beliau menjadi 
Distrik Lowa (Sulewatan) didaftar pada tahun 1961 oleh

• i; -a
t Tergugat

U m.kferan uenderal Pajak Watampone, 
*KG|ikan melalui kantor 

Wttf- Selatan Tenggara,

bukan permohonan hak 

Agraria Kabupaten atau Propinsi 

BPN Sengkang. Apalagi segala - bentuk ': *
pVian/pemil ikan/ha k pakai/kepentingan umum, di atas tanah 

•S& sengketa point (1) dan (2) disetujui/diizinkan oleh AND1_ :* 

CA apakah sebagai Kepala Distrik Lowa (Sulewatan) atau sebagai 

'lala Perwakilan Camat Tanasitolo kesemuanya diizinkan/disetujui 
ikan ia turun tangan dan langsung ke lapangan terutama pembuat&ir • “ 

umum, lapangan sepak bola, pembangunan sekolah danjilit.as 

'-Jtor desa.

f

:
Iwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LXXVIII dan Tergugat ‘ ;

serta Tergugat LXXIX sampai'(XIII sampai Tergugat XCVI1I, 
rgugat LXXXII yang menguasai tanah obyek sengketa poin (1) dan ^. i

i

berpereasi hak pakai pada tanun 1955,-ha-k 

hak penukaran 1967 dan ada tanah
j ) proses penguasaannya

pemilikan pada tahun 1964,
iI

Tergugat-tergugat diatas tanah yang- 

Sekkong dan Lompo Laula yang
berbatasan

j ris dari orang tuanya yang 

rgelar Lompo Ballado, 

haknya sebelah selatan 

fgsung ^lengan Lompo Arajang
ARAJANG (obyek sengketa point (1) dan (2)).

hal tersebut

Lompo
sungai Lajokka atau y3ng

(Tanah Ornamen) yang dikenal dengan

telah 

dalam uraian
melalui KuasanyaPara Tergugat yang 

baik dalam eksepsi maupunjelas«giu c. j kan r, 3 ca r a 

K k perkara ini.

&
n
t



ra Tergugat menguasai tanah 

dtk melanggar hukum/bahkan 

u tuntutan sewa

sengketa (1) dan (2) sama sekali 
dilindungi o.l.eh hukum, 

yang diajukan oleh

i
oleh karena”

tanah Para Penggugat.
ralasan untuk dapat ditolak dan dikesampingkan, 
hwa tanah obyek sengketa poin (1) dan (2) tidak benar hak milik,- _•
jnarhum AM DI BIOLA karena segala bentuk 

?rgugat hak pakai, hak milik,
penguasaan oleh Para' 

maupun hak untuk kepentingan “umum, 
mukaran serta jual beli dan distribusi hak milik,
-'DI BIOLA selama ia menjadi Kepala Distrik Lowa (Sulewatan) 1956

kesemuanya itu-

1962,
Inasitolc,
£ntuk peralihan

maupun selama 

beliau
ia menjadi Kepala Perwakilan Camat 

tidak pernah keberatan/menghalangi segala 

atas tanah obyek sengketa poin (1) dan (2) dan
pernah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya 

^enc3an demikian Para Penggugat dan Turut Tergugat pula 

taak^prhak atas tanah obyek sengketa.
i.

ifehl {phrena itu 
$y£k)/ sengketa

• i //

segala bentuk surat-surat yang mengikat tanah 

sah menurut hukum dan harus dilindungi dan 

tmpbnyai kekuatan hukum mengikat. Dan demikian pula tukutan Para

’enggugat mengenai uang paksa (Dwang soon) sebesar Rp. 200.000,- 
jer hari kepada Para Tergugat secara tanggung renteng (bersama^ . ... 

•ama) harus ditolak karena tidak beralasan hukum.
ahwa Para Penggugat maupun Para Turut T* rgugat selaku ahli waris 

• Imarhum ANDI BIOLA tidak ada haknya diatas tanah segketa apa lagi
jetelah .adanya surat tertanggal 12-11-1983 selaku bukti dari ANDI. •• • 
llOLA bahwa tanah Arajang di Lajokka uukan milik Andi Biola

terikat hak milik sertifikat. Sehingga . • 
yang ditempuh oleh Para

1 -ecuali sexuas 

I )leh karena itu,

1.278' M2 ; I

segala bentuk upaya
pengembalian atas tanah obyek sengketa. ..Penggugat mengenai tututan 

t'oint (1) dan (2) 

temerintah. Para 

.ornamen (Arajang/Bengko)

melaluiataukekeluargaan
menolak dengan alasan-- tanah 

tua Para Penggugat dan 

wajib pajak pada_ 

(Sulewatang) dengari" 
diatur

UNDANG-CNDANG PAJAK

apakah secara
Tergugat tetap

bukan milik orang
hanya sebagaimelainkanj?ara Turut Tergugat,

|aktu ANDI BIOLA menjadi Kepala Distrik Lowa
hak kepemilikan sebagaimanabuktiknvlkian bukan merupakan

12 Tahun 1985 Pasal 'l (D
Pdang-undang Mo. 

fW CAN BANGUNAM.



jelas tanah Ex Ornamen (Arajang/Bengko) 
fegara/Pemerintah sesuai Undang-undang No. 
tuntutan CB

di LajoKka adalah 

5 Tahun 1960.
>

r
(sita jaminan)i yang dimohonkan oleh .. Para ‘ ~ 

3at yang melalui kuasanya kepada Ketua/Majelis Hakim yang .... 
ksa p6rK3n ini harus ditolak karena' tanah obyek sengketa".

menurut hukum dan. Jndang-undahg '• ,:; 
Ol^h ka^nn itu pennohonnn CB 

jaminan) harus ditolak dan dikesampingkan.

tanah negara/pemerintah 

ng untuk diperjualbelikan.i

tidak benar seluruh tanah obyek sengketa adalah milik ANDI -* ' 
merainkan tanah Ex Ornamen (Arajang/Bengko) 

i/pemerintah sehingga permohonan pelahsanaan putusan yang .• 
ankan Para Penqgugat biar ada upaya hukum (Verzet, Banding,. : :‘ 
i maupun PK) dari Para Tergugat adalah tidak beralasan dan 

ntangan dengan hukum

tanah milik

•u
acara dan harus ditolak dan

jampi ng kap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, makaS
1A
|h\im Tergugat I, II, IV, 7, VII, IX, .<1, XII, XIII, XV, xvr,. 

lu, xxi, xxn, xxiii, xxvi, xxvii, xxvi:i, xxx,-xxxi,
•S

,0■fxx'
W, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XL, XLIII, XLIV, . XLV, XLVI, XLVII,

■ nI, XLIX, L, Ll, LV, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, - 
DOC, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, DOCVIII, LXXIX, LXXXy - ■ /n,k LXXXIV, LXXXV. LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, ‘LVIII, 

kll, dan XCVIII, yang

Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yahg
berkenan

! •i
melalui kuasa hukumnya memohon kehadapan

1 'i,:;
(k Ketua/Majelis

triksa dan mengadili perkara 

iatuhkari putusannya dengan menyatakan:

kiranyaini agar
!

3ADILI

m EKSEPSI:
Eksepsi dari Para Penggugat Se'uruhnya.fengabuikan 

■AM POKCK PERKARA:
atau setidak-tidaknya 

(M.O). , ..
Penggugat seluruhnyalenolah gugatan Para 

fj,gugat n r j Pnrn Penggugat
h-i

fenghukum Para Penggugat 

^Stimbul dalam perkara 

fl . Menimbang,

tidak dapat- di tor;.mn

membavar segala biaya yang akanuntuk

ini. 
bahwa 

tanggal

Penggbgat -hParaKuasase3 anjutnya 

IB Agustus ParaKuasa2005 dan
jajukar. repliknya

C

I
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tgugat tersebut di atas dengan dupliknya tanggal 25 Agust'us .
05;

Menimbang, bahwa 

»nggugat tilah mengajukan bukti
guna membuktikan dalil gugatannya Fa-rcT

surat:
i. Fotocopy sesuai aslinya Surat

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 wajib pajak 

ODDANG seluas + 14.000 M2 (1,40 Ha) (Bukti

Pemberitahuan Pajak Terutang 

BIOLA ANDL..B

P.l);
Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

BIOLA ANDIPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 wajib pajak 

ANDI ODDANG seluas + 8.500 M2 (0,85 Ha) (Bukti P.2);
.'3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang . 

Pajak Bumi dan- Bangunan tahun 2005 wajib pajak ANDI BIOLA-
AND.t ODDANG seluas .+ 13.900 M2 (1,39 Ha) (Bukti P.3)'

^ Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

^.jak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 -wajib pajak AMD! BIOLA 

E(LV 0DDANG ‘3elua 1 13.900 M2 1,39 Ha)* (Bukti P.4);
I^j.ocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

iak Bumi dan Bangunar 2004 wajib pajak ANDI BIOLA" ANDI 
DDANG seluas + 14.000 M2 (1,40 Ha)(Bukti P.5);

\u 1,/
)6. F'otoccoy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang _;

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 wajib pajak ANDI BIOLA
ANDI ODDANG seluas + 8.500-M2 (0,85 Hn) (Bukti P.6); 

pO. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan tanun 2004 wajib pajak ANDI BIOLA

I ANDI ODDANG seluas'+ 22.000 M2 (2,2 Ha) (Bukti P.l);

ii

1
• #.L

i
i

ij)3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang .
wajib tahun 2005 pajak ANDI_ BIOLA • . 

22.000 M2 (2,2 Ha) Bukti P.8);
Pernyataan

Pajak Bumi dan Bangunan 

ANDI ODDANG seluas +
IbuAtas Namaaslinya Surat99. Fotocopy sesuai

Mubaemina tanggal 23 Maret 2005
bukti*surat Para Penggugat telah 

telah di dengar keterangannya -di ^ 

menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain-
.

uia mengajukan saksi-saksi yang 

awah sumpah yang pada pokoknya 

• Saksi PATOT bin BARI SI
Saksi tidak ada hubungan

kepada kedua belah*keluarga
- .bahwa i * -

pihak;
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i

irahwa setahu Saksi yang dipersengketakan antara kedua' belah 

yang letaknya di Lajokka_pihak adalah sawah dan perumahan
dengan batas-batas:

- Utara
- Timur

i!
jalar.
saluran air1

Selatan fa inna i
- D a r n t :

Yar.g punya Petta Biola, 
tahu, Saksi tahu dari

jalan pnnv: 
dari mana memperoleh Saksi- tidak

c-ff i La kalauorang tanah itu
dikasihkan oleh Pemerintah; 
bahwa setahu saksi keberadaan Para Tergugat di obyek 

sengketa pada zaman pemberontakan;
- bahwa setahu Saksi yang mengerjakan sawah sengketa adalah 

La Hasan 

H. Kessa 

La Dawi 
Cilo

■'V •

■a
C',\\ ii i!m. !>
S f,

t-\yahwa setahu Saksi Petta Biola tidak pernah kerjakan tanah 
^/sengketa;

- bahwa Saksi tidak tahu kalau yang mengerjakan sawah sengketa 

membagi hasi lnya dengan Petta Biola;
- bahwa setahu Saksi tergugat III, 

meninggal; 
bahwa
(enam) tahun;

Oaksi. ANDI SUAKDI bin A. PALLAPE

"t

:-i:| 1
JVIII, LXXXI, LCIV sudah n-. •

Saksi tinggal di“ sekitar obyek sengketa sekitar" 6■:

Hl’ -

antara Paradiper: engketakan 

adalah tanah perumahan yang 

dengan luas + 6 (enam) Ha • -

Saksi yang 

dan Para Tergugat
Bacu

bahwa setahu
Penggugat 
letaknya di Dusun Bacu -
dengan batas batas:

- Utara : sungai
: saluran irigasi 
: sungai 
: jalan

petta Biola;

- Timur
- Selatan
- Barat 

Tanah tersebut kepunyaan

t * i \ ‘ 
K ■
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1
bahwa setahu 

APA TANG;

bahwa KUD juga berdiri di 
Petta 3iola

dipakai bangunan merupakan bagian 

Pemerintah;

bahwa setahu Saksi tanah Arajang adalah tanah 

bahwa setahu Saksi tanah sawah 

(dua) Ha dengan batas:

Utara 

Timur 

Selatan

Barat : jalan

gjWbwa setahu saksi luas tanah Arajang + 8 (delapan)""',Ha,. 

nah perumahan + 6 (enam) Ha dan tanah sawah + 2 (dua) Ha; 

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya... ■ 
Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII~ :XV*, 
XVI, XVII, XIX, XXI XXII, XXIII, XXVI, XVII, XXVIII, XXX,- XXXI, ■ • 
XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLlII, XLIV,

Saksi tar.ar. tersebutI juga disebut tanah
I

i
'anah Arajang, ketika KUD berdiri 

sama Pemerintah karena tanah yang 

sengketa adalah milik-

minta .izin

i

Pemerintah;'" 

yang disengketakan adalah + 2 ,. i
%

sungai 

tidak tahu

tidak tahum.
.m’

s-

' J i
/ H'l• 'S:l!

’i
i

XLV, XLVI, XLVII, XLVIII XLIX, L, LT, LV, LVIII, LIX, LXH, LXIV, 
LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, XXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV,‘ ' 

LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, 
XCII, XCV, XCVI, XCVII telah mengajukan di persidangan bukti Surat

berupa fotocopy yaitu: •

. irl
r ip1 >\
••c

aslinya Kutipan Surat Keputusan Kepala . 

Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara
pl. Fotocopy sesuai

.
1 Inspeksi

tertanggal 21 September 1964 (bukti T.XCV 8); .
aslinya berupa salinan Buku Tanah atas nama t■i. Fbtccopy sesuai

1981 (bukti T. 3*7 dan T. 38-1); ^ .
KUBE tertanggal

SONGGO tertanggal 31 Agustus 

'•3. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat atas nama

1992 (bukti T.XCV-10);21 Agustus
Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian 

1973 (bukti T.LXXXVIII-1) /

Sementara reatanggal .

21 Maret 

•• Fotocopy
Juni 1984 (bukti T.IV-1);

tertanggal"15 .Surat Keterangansesuai dengan aslinya

i

'
!

• r-
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06. Fotocopy

September 2005 (bukti T.
sesuai aslinya Surat 

LXXXII-2) ;
07. Fotocopy sesuai aslinya peta blok Lompo Sekkong Perceel'No. 29 

(bukti T.XCV-7); -

08* Fotocopy sesuai aslinya peta blok Lompo Laula Perceel ~No. :
30.SII (bukti T.XCV-..);

Pernyataan tertanggal 6

?
!

H
09. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 

1970 (bukti T.XCV-5);

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat 
Agk.15/421/70 tertanggal 26 Maret 1970 (bukti

26 Maret •.
i

10. Perjanjian Sementara No.■
T.XCV-4);

Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal11.

20 Januari 1997 (bukti T.KCV-3);
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan huruf Lontara Bugis 

tertanggal 21 Agustus 1980 (bukti T.I.XXXTT-1);
u(:0Py sosunj. • i-;.l j.ny,i hurul. Uigiu yang ditandatangani A.

,%)LA (bukti T.I-1);in.
Egiocopy sesuai aslinya dari Departemen Pendidikan Nasional 
ti&ypat Bahasa Balai Bahasa Ujung Pandang ilo. III/B. I/BB/2005

/»;
jrtanggal 24 Agustus 2005 (bukti T.1-2);

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 9 - 12. - 

1983 (bukti T. 1-3);
Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 14

i
«t*

- -616. .w«' •

1984 (bukti T.1-4);
sesuai aslinya Kepala Inspeksi Agraria Propinsi 

' Sulawesi Selatan dan Tenggara tertanggal 21 - 9 - 1964 (bukti ..
17. Fotocopy

T.LXXIX-1);:
hasil survey lapangan oleh' 

Tanah dan Dangunan (bukti • - .
sesuai aslinya Laporan 

Daftar Has.i J Sekamar. Data
1?.. Fotocopy

Petugas 

?.XCV-2);
tahun 2005 (bukti T.XCV 1)/

Hak' Milik atas nama DARUL'
i ai aslinvn DilK! 

sesuai aslinya i =rtifikat
Fotocopy sesuaii:

20. Fotocopy 

AKSAD

21. Fotocopy 

(bukti T.VII-D ;

(bukti T.LXXX 1) ;
sesuai aslinya

24-10-1975- ..Keterangan tertanggal

Ina.lipuR. (buktiDesaBal. ju-batjub.Lok DusunPel'aFotocopy

T.XCV-9);

■X



v

Menimbang,

irgugat I, II, IV, v, VII,

IX, XXI XXII, XXIII, XXVI, 

XXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
LVII, XLVjlII XLIX,-L,

bahwa selain bukti surat, Kuasa • Hukum 

IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII-,- 
■xvii, wjiii, xxx, xxxi, xxxiii.;' '• 

XXXIX, XL, XLT.II, XLIV, XLv’ XLVI, .

;
’jf

I

LI, LV, LVIII,

XVll, 1X^111, LXX, LXXI, LXXII,
L1X, LXII, LXIV, LXV, LKVI,- 

LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, 

LXXXVIII, I,XXXIX, XCII, XCV, XCVIvjXXX, LXXXII, lxxxiv, lxxxv,

(CV.TI mercajukan pula saksi-saksi yang di dengar keteraogannya 

dibawah sumpah masing bernama ABDULLAH bir. DADI, MASSI bin BADU, 
3A';5A b: r. TENNONG dan .•''■M’; ) U yang p.v.ia pokoknya menerang kan_

sebagai berikut:
1. Saksi AEDULLAH bin DADI

bchwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para 

Tergugat adalah masalah tanah .'.rajang dan tanah Sawah 

loteknya di Dusaun Bacu Desa InalipuE Kecamatan Tanasitolo 

Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:
Utara Lompo: Lompo Laula, Lompo Sekkong, 

Ballado, sungai 
: Lompo Sepe 

: Sungai
: j Lan raya

luas + 8 (delapan) Ha, atas nama' masyarakat karena

\
/i■ \

& • \ :■/

Tim.ur 1r.:-:
Selatan

tt sr; Barat v
Dongan
yang menguasai masyarakat;

setahu Saksi yang tinggal- di 

•orang diantaranya yaitu:

'■'r

tanah Arajang banyak •’bahwa

La Rokeng »

H. Gatta
Hadeng

Dawang;
c ia cuma sawah;Salo tidak ada rumah yang

saksi orang-orang yang tinggal diatas tar^ ..
1955 ditempatkan oleh • ••

di Lompo 

bahwa setahu
tahunada penyingkiranwaktusencketa 

Pemerintah; 

bahwa setahu
adalah ■’dari tanah Arajang 

. distrik) itu yang mengambil ' ...
saksi pengertian 

merintah (kepalame • H. .siapa yang 

hasilnya;

i

!*•



/
o 1 'i; tI i Habahwa pada tahun 1955 

ANDI ABIDIN sedangkan Petta 

Distrik tahun 1966; 
bahwa setahu saksi 

canah Arajang diberikan oleh 

bahwa sewaktu 

tinggal disekitar itu; 

bahwa tanah Arajang dikuasai And i 
sawah yang letaknya di Lom.pc Salo;

2. Saksi MAS SI bin BADU

i
yang menjabat Kepala Distrik yaitu 

Biola menjabat ’sebagai - Kepaia

i

sewaktu Pettr. Biola menjabat, 

penggarap;
hasil dari

/
orang-oranc datang di tanah sengketa Saksi'

!

Biola adalah rumah dan

;

yang j ad i seng ke t n

letaknya di Lajokka dengan ha La s-b-■tas:

- Utara

- Timur 

Selatan 

Barat

ng punya adalah Pemerintah;

bahwa idalah tanah perumahan dan sawah

tidak tahu
tidak tahu
l u ia k r ahu
3alan raya■ \

; v y k a - . bafiWa orang-orang mendirikan rumah di atas tanah sengketa
l i «t. nv ^

v \ Vpada waktu penyingkiran tahun 1955 dan' oleh Pemerintah ‘:i 

ditempatkan di tanah sengketa, tid. k ada yang keberatan;
bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah sawah “di Lpmpo 

Salo yaitu:
- La Dawi
- La Remmang
- La Hasan

Yang diperoleh dari Pemerintah;

- 'bahwa setahu Saksi tanah yang 

pula tanah Arajang;

- bahwa setahu 

dibeli dari Andi Tawa; -

r •
i • K •

ditempati Andi Biola masuk-'
i. ■

dimiliki Andi Biola •.Saksi tanah sawah yang

3. RABA bin CENNCNG
adalah _tanah- 

di samping itu ada
menjadi sengketasetahu Saksi yang

i ditempati oleh masyarakat
bahwa
Arajang yang 

juga tanah -Lompo
luas + 8,10 Ha;Salo dengan

adalah Pemerintah;para Tergugatkeberadaan >■

bahwa ada pun
f*



. untuk mempersingkat putusan dianogao 

ini;
telah tercantum dalam DutusSf.

>• •
• i

PERTIMBANGAN HUKUM: 
bahwa maksudMenimbang..

Penggugat sebagaimana diuraikan diatas; 
Dalam Eksepsi:

dan tujuan gugatan Para _ * •

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang . 
pada pokoknya sebagai beriku*

Bahwa gugatan Para Penggugatjelas sekali kesalahan dan kekeliruan 

tidak sesuai dengan hukum acara dan praktek peradilan ^(syarat- 

formal) dengan uaraian:

r •
'. v>' H.

i* ?ara Penggugat mengajukan guagatan kepada Tergugat mulai dari 
Tergugat I sampai dengan XCVTII dinntaranya ada yang telah 

meninggal dunia seperti Tergugat. III, VI, VII, XIV, ' XVIII, ’ 
XXIV, XXV, XXIX. XXXII, XII, XLII, LU1, LIV, LVI, LVII, juXf 

1XIX, LXXV, LXXXT, IXXXVI, LX>'X>/1I, XCIII, XCIV, TergUgat 

(T.XXXV) tidak dikenal oleh orang di Lajokka, Tergugat XCI .* 
i; ibiiteftjn nama orang melainkan nelar Lompo;mW

‘T

1.

■ I

dalam gugatan tidak sesuai dengan batas di lapangan;
'3.,: .fejjwa tanah obyek sengketa poin t (1) ada yang menguasai tidak

ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah obyek sengketa point (1) BAKRI (T.XXXVIII) dan . „ 

MERRA (T.XXXVI) yang ditempatinya terikat sertifikat hak milik 

atas nama Songgo;

5. Bahwa

:
i

dengan adanya bangunan KUD berupa gudang dan penjemuran .
tanah obyek sengketa point (1) akan tetapi tidak

1
gabah di atas
ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,

eksepsi Para Tergugat tersebu.t .diMenimbang, bahwa atas
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:atas Majelis 

Terhadap eksepsi point 1 sampai dengan 5
Para TergugatHukumMenimbang, bahwa eksepsi Kuasa

sampai dengan S adalah kesemuanya ■tersebut diatas pada point satu
dipertimbangkan dan*-di —akan

sehingga dengan, demikian
sudah menyangkut pokok perkara

dengan pokok perkara

yang

putus bersama-sama

:
■



:
j

bahwa setahu Saksi hasil tanah
siapa yang menjadi pemerintah itu

Arajang dioerikan kepada 

yang menikmati hasilnya; 

menjabat Salewatan para Tergugatbahwa sebelum Petta Biola 

«indah arld (11 tanah sengketa;

- bahwa adanya KUD pada tahun 1975 

Biola
yang diketuai oleh Andi’ 

meminta izin ke ■'sewaktu di bangun Andi- Biola
Pemerintah;

bahwa pada tahun 1955 Andi Biola berada di 
4. AMBO MERU

Bone ;

bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa adalah lapangan-
sepak bola;

bahwa tanah Arajang yaitu siapa 

memerintah itu yang menikmati hasilnya;
'ang memerintah itu yang

bahwa yang menyuruh mendiriKan 3apangan sepak bola adalah’. • 
Petta Biola pada tahun 1963;

bahwa lapangan sepak bola sebelumnya tanah sawah; 

bahwa tanah yang dijadikan lapangan sepak bola bukan tanah1 
Andi Biola;

d -'J
7 *

K .
- bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa + 2 km; _ v'

Menimbang/ bahwa Para Tergugat III, VI, VIII, -XIV, XX.,- * 
XXIV, XXV, XXIX, XXXII, XXXV, XLI, XLII, LII, LIII, LIV, LVl, LX,-" , i

LXI, LXIII, LIX, LXX\7, LXXVI, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, LXXXVII, .,_XC,.- 
XCIV, dan XCVIII serta TuruT Tergugat walaupun telah

tidak pula
XCI, XCIII
dioanggil dengan patut tidak datang di persidangan, 
mengajukan jawaban, bukti-bukti baik bukti sur.at maupun bu_kti ^

'T

saksi;:
Hakim telah melakukan- 

tercantum dalam Berita
MajelisbahwaMenimbang,

pemeriksaan setempat yang selengkapnya 

Acara Pemeriksaan dipersidangan;
*■

Penggugat tidak . 
mengajukan kesimpulan■

Paraselanjutnya 

dan Para Tergugat
bahwaMenimbang. i

mengajukan kesimpulan
tertanggal 21-11-2005;

belah pihak tidak akan mengajukanMenimbang, bahwa kedua
.selanjurnya mohon putusan;sesuatu lagi dan terjadi” segala 

berita acara persidangan ^ang^
telahselanjunyabahwa 

terurai dalam
Menimbang,

sebagaimanasesuatunya i. /



11 s*cukup beralahan Majejis nakim 

e: r sebut di atas;
untur, menolak eksepsi Para Tergugat ^ , J

Vi
rtf.lAM POKOK PERKARA;

Menimbang,

penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; ~

Menimbang, .bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

Penggugat,
apakah gugatan Para Penggugat 

yang dikehendaki

bahwa maksud dan tujuan gugatan para,w/ ‘

c'ulil "dalil 

rj.\ per t .imba ng k a n,

‘jyara t-syarat sebagaimana 

prrdata (undang-undang) ;

• Menimbang, bahwa setelah Majelis 

inempehatikan gugatan Para Penggugat utamanya halaman 4 yang antara 

lain dikatakan:

^.•rr^bahwa .tanah perumahan yang

pipuE dikenal dengan Lorrpo Arajang yang kini dikuasai 
’^eraraat I s<ampai dengan XCIII;

I $/I Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada 

yang antara, lain dikacakan, di dalam surat gugatan mulai.-. 

: snmnai dengan /CVT.fT diantarar.ya sebagian 'telah

menir.ggal dunia seperti- T*»rgugat 

XX1/, XXIX, XXXII, XXI, XLI? 
iXXV, pooa, LXXXVI, LXXXVII, XCxIl, XCIV, Tergugat Amin- (T.XXXV)-. 

tidak dikenal oleh orang di Lajokka, Tergugat XCI bukan nama orang

gugatan Para t* ^ r lebih dahulu .akan ..
• /

telah memenuhi 
ole.h hukum acara

Hakim membaca dan

terletak di Dusun Bacu-bacu Dcsa'V

oleh

i;l, vi, vii, xiv, xviii, XXIV,"-
IJ..TF, 1IV, LVI, I.VII, LX, LXI, LXIX U>*->• /

melainkan gelar Lompo;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi.baik, 

Saksi Tergugat membenarkan kalau ada yang.Saksi Penggugat maupun
telah meninggal dunia akan tetapi apa yang diterangkan oleh saksi.....

dibantah oleh Para Penggugat, dihubungkan lagi...
-2005 dan 2-7-200'5,- surat

tersebut tidak
risalah panggilan tertanggal 1 1

di buat
aengan

oleh Kepala Desa InalipuE .yaitu
keterangan kematian yang

Tanasitolo yaitu Drs^-H,
di ?

Drs. Syamsu Bachri diketahui oleh Camat
betul sebanyak 24 orang yang

Ai.di Suriadi, MH. ternyata memang

gugat telah meninggal;

Menimbang, 

meninggal sangatlah jelas

teiah- 

formal dengan
menggugat orang yang 

dari syarat
bahwa dengan

menyimpang

i



mengajukan gugatan yang ditujukan kepada 

tidak akan terjawsb 

semestinya Penggugat menarik 

sebagai subyek hukum dalam 

Tergugat melanggar hak dari Para 

Menimbang,
berpendapat bahwa gugatan 

seharusnya Para' Penggugat mengugat pula 

Waris yang telah meninggal maka denga

■pihak Tergugat yang rrati 
yahg dijadi &>r. dai.i i oteh

U-f .ahli warisnya untuk dilibatkan 

ini untuk jelasnyaperkara 

Penggugat; 
uraian

Para .

bahwa tersebut diatas Majelis
Para Penggugat tidaklah sempurna

dan atau menarik Ahli .. 

demikian ternyata gugatan . . ' 
para penggugat tidak lengkap sehingga cukup beralasan hukum

. i

untuk
dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak 

yang kalah maka , cukup beralasan hukum untuk, menghukum Pai a 

Penggugat membayar biaya dalam perkara ini_.

Memperhatikan akan pasal-pasal lari peraturan peryndang- • . 
undakan yang berhubungan dengan yanc bersangkutan.

Yg/ 5
2:

y

o
MENGADILI

f.Dai Eksepsi:
~ Menglak eksepsi Para Tergugat I,

XVI, XVII, XIX, XXI XXTI, 
XXXIII, XXXIV,

XI.VI .

p. *

II, IV, V, VII, IX/ X,-XI,
xxiii, xxvr, xvj:i, '\" 

XXXV F, XXXVI T, __ XXXVIII;
xi.vi 1, xi.v r n xu>:, 1., 1 *.

.XV, I..XVI, LXVU, ’ 1KVIII, 
LXXIX, LXXX,

LXXXIX, XCII/ XCV, XCvi;. • •

XII, XIII, XV, 
XXVIII, XXX, XXXI, 
XXXIX, XL, XLI11, 
LI, LV, LVIII, * LIX,

xi.rv, xt.v, 
LXII, LXIV, 

LXXIII/
LXXXV, LXXX 'III/

it

LXXIV, LXXVIII,LXX, LXXI, LXXII/ 
LXXXII, LXXXIV, 
XCVII.

Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan

terima.tidak dapat di tPara Penggugat 
untuk

" V * :•
perkara 

(.satu ’
memba yar biaya

1.679.000,-
PenggugatParaMenghukum 

masing-masing hingga

juta enam ratus

kini berjumlah Rp.
sembilan ribu rupiah).tujuh puluh

- /
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I
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis tanggal ibi.- .
* / * ■ ' 

Nopember 2005 oleh kami .1 KETUT PANCARIA, SH. se6a$ai .
Ketua Majelis, ADHI SATRIJA. NUGROHO,SH. dan ENDRAOT<V
RAJAMAI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan" .
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum puda,. .* ..
hari Kamis tanggal 01 Desember 2005, oleh Ketua .Majelis

didampingi oleh masing-masing Hakim
.. W»*."

Anggota dibantu oleh BUSTAN JAYA sebagai Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh.

tersebut diatas

i '

Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat

? *i

Hakim Anggota Hakim Ketua

i - i.-ttd. • ttd.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH. I KETUT PANCARIA., SH. 1-*

!

ttd.!
r:-

ENDRATNO RAJAMAI,SH.i

Panitera Pengganti

ttd.

BUSTAN JAYA

perincian Biaya _____ L
-‘Administrasi
- Panggilan
- Pemeriksaan Setempat
- Materai

50.000,- 
870.000,- 
7 50 -00C,- 

6.000,- 
3.000,-

Rp.
. : *. Ro .

Rp.
Rp.
Ro.Leges : Rp.- 1 .679.000,-

\ tujuh puluh sembilan riou rupiah'

Phlto Co^ 
dengan & 
a3linY#5

Jumlah
enam ratus(satu juta dicocokkan 

a-ta. 'sesiml-

rStfEGEP.I SENGKANC^/ 
LfeSlTEhA

• T“
•l •

j pLs.
71(3i6>-


